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PERATURAN GUBERNUR' PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 142 TAHUN 2013

TENTANG

[SALINAN I

c'

"

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAEF;AH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a, bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 telah
diatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

b. bahwa dengan. diundangkannya Peraturan Menteri Daiam Negeri
·Nomor 21 Tahlm 201 ~ tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keu:omgan Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 37
Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
penyempurnaan;

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah, pe~u menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang F'enyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2, Undang-Undang Nom,x 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaalij dan Tanggcmg Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor,25 Tahun 2004 tentang Sistem 0erencanaan
Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor ,32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimal\a telah beoerapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahuo 2008;
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7. Undang-Undang NomCilr 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

B. Undang-Undang Namar 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Drovinsi
Daerah Kh,usus Ibukota Jakarta sebagai Ibukata Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

9. Undang-Undang Namor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

10. Undang-Umdang Namar 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-u~dangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomar 23 Tahun 2005 tentang Per~elalaan

Keuangan l3adan Layalilan Umurn sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Npmor 74 Tahun 2012;

12. Peraturan Pemerintah Namar 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

13. Peraturan flemerintah Namar 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infarmasi
Keuangan lDaerah;

14. Peraturan pemerintah Namar 58 Tahun 2005 tentang Penf,elalaan
Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah .Namar 65 Tahun 2005 tentang Pedaman
Penyusuna~ dan Pener~pan Standar Pelayanan Minimal;

16. Peraturan iPemerintah Namar 79 Tahun 2005 tentang Pedaman
Pembinaandan Pengav.jasan Penyelenggaraan Pemerintahan uaerah;

17. Peraturan Pemerintah Namar 6 Tahun 2006 tentang Pengelalaan
Barang Milik Negara/~aerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nbmar 38 Tahun 2008;

18. Peratllran Demerintah Namar 8 Tahun 2006 tentang Pelaparan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Pemerintah Namar 39 Tahun 2007 tentang Pengelalaan
Uang Milik Negara/Daerah;

20. Peraturan Pemerintah. Namar 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Parlai Palitik sebagaimana telah diubah ciengan
Peraturan Pemerintah Nomar 83 Tahun 2012;

21. Peraturan Pemerintah NamJr 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

2:>. p",.,!\.ln,n Pr_&id"" Nomer 154 Teh\.ln 2010 t"ntl'lhg PengEld",an
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Namar 70 Tahun 2012;

24. Peraturan Pemerintah Namor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajnk dan Retribusi
Daerah;
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25. Peraturan Pemerintah, Nemer 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi H>emerintaha~;

26. Peraturan F?emerintah Nemor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang
Dibayar Btfdasarkan pbnetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri
oleh Wajib pajak;

27. Peraturan :Menteri Dal~m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman p,engelo1aan I}euangan Daerah sebagaimana lc:ah beberapa
kali diubah .terakhir den$an Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

28. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barbng Milik Daerah;

29. Peraturan Menteri Oalarn Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyaf!11paiannya;

30. Peraturan Menteri Daiilm Negeri Nomor 24 Tahun ?009 tentar,g
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Pengajuan dan Laporafll Pertanggunggjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Parta; F'olitik· sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Neger; Nomor 26 Tahun 2013;

31. Peraturan Menteri Da1amo Neger; Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam' Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalal1j Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedeman P;engelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

35. Peraturan Menter; Dalarn Neger; Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasiona! dan Biayl' P.endukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangurjan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatlan dan Belanja Daerah;

36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Oaerah;

37. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

MEMurrUSKAN :

Menetapkan PERATURAN GUBERNU~ TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANG~N DAERAH.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pas'll 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud denga~ :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indornesia yang lTjemegang kekuasaan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarr. Undang­
Undang Dasar Negara RepjJblik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya
disebut Pemeilntah Daerah ac\alah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggl3ra Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

3. Dewan Perwakilan Rakya\ Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah, sebagai un~ur penyelenggara Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta .

4. Organisasi a~alah unsur Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakart~ yang terdirl dari DPRD, GubernurlWakil Guh",rnur dan
satuan kerja pllrar.gkat dae:rah.

5.

6.

7.

8.

C'
9.

Gubernur adalah Kepala 'Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Wakil Gubernur adalah Wgkil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Kota Administrasi/Kabupa(e~ Administrasi adalah wilayah kerja Walikota/
Bupati yang terdiri atas Keqamatan dan Kelurahan.

Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Sekretaris Daerah yallg sE1lanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris
Daerah Provinsi Daerah Kriusus Ibukota Jakarta.

10. Sekretariat Daerah yang se1anjutnya disebut Setda adalah Sekretariat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten Sekda
adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

12. Satuan Kerja Pengelola KEjuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
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15. Badan Peflgelola Keua/lgan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelola Kieu'3ngan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta. .

16. Badan Penencanaan Prmbangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Bada~ Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukotal Jakarta.

17. Inspektorat yang sela~jutnya disebut Inspektorat adalah pp.ngawas
internal Provinsi Daera~ Khusus Ibukota Jakarta.

18. Biro adalah Biro di lil\gkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta'.

19. Dinas Daerah adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Lembaga Teknis Daerilh adalan Lembag'a Teknis Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota; Jakarta.

21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usilha milik F1emerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

22. Kanter Perencanaan. Pembangunan K0ta Administrasi yang
selanjutnY<l disebut Kappeko adalah Kantor Perencanaan
Pembangunan Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

23. Kantor Perencanasn Pembangunan Kabupaten Administrasi yang
selanjutnya disebut Kappekab adalah Kantor Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

24. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi yang selanjutnya disebut
Itbanko adalah pengawas internal Kota Administrasi Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

25. Inspektorat Pembantu. Kabupaten Administrasi yang selanjutnya
disebut Itbankab adaleh pengawas internal Kabupaten Administ'asi
Kepulauan Seribu Provinsi Daereh Khusus Ibukota Jakarta.

26. Suku Dinas adalah Unit Kerja Dinas di Kota Administrasi/Kabupaten
Arjministrasi.

27. Pegawai Neger; Sipil Y'i'ng selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil yang bert~gas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan
Gubernur ,pi luar SKPq/UKPD dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang
dlangkat dalam jabatanistruktural daerah.

28. Kas Umum Daerah adaleh tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dalll digunakan ~ntuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

29. Rekening Kas Umum paerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang dltentukan oleh Gubernur untuk menc"npung
seluruh penerimaan 0I gera" dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana Ikeuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan IPeraturan Daerah.
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31. Keuangan Daerah adqlah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka Penyelenggaraian pemerinlahan daerah yang dapal dinilai
dengan uang lermasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

32. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

33. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Gubernur yang kar~na jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

34. Pejabat Rengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
PPKD adalah Kepala IBPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

35. Bendahara Umum Dawah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

36. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa
BUD adalah pejabat yqng diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
tugas BUD.

37. Pengguna Anggara~ ~ang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangafl p",nggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas dan fungsi SKPDi yang dipimpinnya.

38. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat
pemegang' kewenangam penggunaan barang milik daerah.

39. Kuasa PenggunaAng\laran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
peJabat yal1g dlben kUqsa untuk melaksanakan sebaglan kewenangan
PA dalam melaksanak4n sebagian tugas dan fungsi SKPD.

40. Kuasa Pangguna Ba$ng yang selanjulnya disingkat KPB adalah
pejabat yaflg diberi kuclsa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
PB dalam l;Jenggunaan!barang milik daerah.

41. Pejabat Pe:1atausaha'¥n Keuangan SKPD/UKPD ya,lg selanjutnya
disebut Pfl'K-SKPD/U~PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD/UKPD.

42. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjulnya disebut
PPK-PPKQ adalah oEijabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada PPKD.

43. Pejabat Pelaksana Tek:1is Kegiatan yang selnnjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD y<:mg melaksanakan salu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang
tugasnya.

44. Bendahara P€nerimaaCl adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyinipan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawatlkan uang pendapatan daerah dalam rangka
palaksanaan AP8D pa<iJa SKPD,

45. Bendahara Penerimaa,n Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk u"tuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan
dan mempertanggunQjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pel'aksanaan AfDBD pada unit ker]a SKPD.
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46, Bendaharq Pengeluar~n adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, rnenyimp"n, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawatlkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam ran@ka pelaksan~an APBD pada SKPD,

47, Bendaharq Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, meryimpan, membayarkan, menatausahakan dan
memperta~ggungiawattkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam ran@ka pelaksan~an APBD pada unit kerja SKPD,

48, Bendaharq Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk me~eriiTla, merlyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
rnempertanggungjawatlkan uang pendapatan daerah oaiam rangka
pelaksanaan APBD pada PPKD,

49, Bendahara Pengeluarpn PPKD adalah pejabat fL'ngsional yang
ditunjuk menerima, me~yimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawa~kan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada PPKD,

50, Panitia Pengadaan Bprang/Jasa adalah Tim yang diangkat oleh
PA/KPA untuk mslaksl'nakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang
memiliki persyaratan 'keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan
sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dar kewenangan
kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan,

51, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang memiliki
sertilikat keahlian P~ngadaan Barang/Jasa yang melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa.

52, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh SKPD/UKPD yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh I;egiatan
untuk memperoleh barang/jasa.

53, Penyedia Barang/Jasa,adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang menyediakan bardng/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa
lainnya,

54, Pengawas Teknis adalah SKPD/UKPD Kerja Teknis yang terkait atau
konsultan pengawas y~ng bertugas melaksanakan pengawasan teknis
kegiatan,

55, Pelaksana Teknis ad"lah stal SKPD/UKPD yang terdiri dari tenaga
teknis atau PNS SKPP/UKPD lain yang mendapat penugasan dari
Kepala S'KPD/UKPD bertugas melakukan pemantauan terhadap
pelaksanapn proyek/k'i'giaten di lapangen beik yen~ dilekukan oleh
Penyedia 88rang/Jasa :maupun pengawas teknis,

56, Penerimaan Daerah adalah uan\j Yang masuk ke kas daerah,

57, Pengeluaran Daerah a<iJalah uang yang keluar dari kas daerah,

58, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilcii kekayaan bersih,
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59. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilcii kekayaan bersih.

60. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung denga'n pelaksanaan program dan kegiatan.

61. Belanja Langsung ad"lah belanja yang dianggarkan terkai! secara
langsung dengan pelaklsanaan program dan kegiatan.

62. SurpluslDelisit Anggaran Daerah adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan daerah dam belanja daerah.

63. Pembiayaan Oaerah Cldalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali d"n/atau pengj:lluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yanll bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya

64. Sisa Lebiln PerMungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dc.n pengeluaran anggaran
selama 1 (satu) periode anggaran.

65. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sajumlah uang atau menerima manlaat yang bernilai uang
dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

66. Piutang Oaerah adal~h jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah d~n/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai der]gan uang ~ebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan; perundar,g-undangan atau akibat lainnya yang
sah.

67. Utang Daerah adalah i jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah
Daerah dan/atau kew~jiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebap lainnya yang sah.

68. Utang Bia;ya adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena
entitas se6ara rutin mengikat kontrak Pengadaan Barang/Jasa dari
pihak ketiga yang pem~ayarannya akan dilakukan di kemudian hari .

69. Dana Cadangan adalaln dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana relatil besar yan9 tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun' anggaran

70. Investasi Pemerint3h. Daerah adalah penompatan sejumlah dana
dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka
panjang untuk investMi pembelian surat berharga dan investasi
langsung, yang mamp~ mengembalikan nilai pokok ditambah dengan
manlaat ekonomi, sosi~1 dan/atau manfaat lainnya dalam janGKa waktu
tertentu.

71. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah yang selanJutnya dis6but
Pengelolalnvestasi adalah PPKD selaku BUD.

72. Perencan"an Investasl Pemerinlah Daerah adalah usulan rencana
investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan
investasi lahun anggaran berikutnya.
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73. Rencana Kegiatan Inliestasi adalah dokumen perencanaan tahunan
yang ber$umber dari! APBO yang berisi kegiatan investasi dan
anggaran yang diperlu~an untuk tahun anggaran berikutnya.

74. Penasihat Investasi acjalah tenaga profesional dan independen yang
memberi masihat kep<¥:la pemerintah daerah mengenai peloksanaan
investasi pemerintah d~erah.

75. Kinerja adalah keluarqn/hasil dari kegiatan/program yang akan i1tau
telah dic'lpai sehubu~gan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

76. Fungsi adalah perwujUldan tugas kepemerintahan di bidang tertentu
yang dilaksanakan d~lam rangka mencapai tujuan pembangunan
nasiona!.

77. Urusan Pemeriniahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kElwajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk rnengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yang mellJadi kewenargannya dalam rangka melindungi, melayani,
memberd<lyakan dan menyejahterakan masyarakat.

78. Urusan P,emerintahan Oaerah adalah urusan pemerintah,ln yang
menjadi kewenangan Pemerintaf> Daerah.

79. Program adalah penjabaran kebijakan SKPO dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau: lebih kegiatan dengun menggunakan sumber
daya yang dised'akan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi SI(PD.

80. Kegiatan at.lalah bag ian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada: suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan slJmber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan I;eluaran,
(output) d"lam bentuk barang/jasa.

81. Kegiatan Tahun Jamak i1dalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk m;3sa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

82. Kontrak Tar-un Jamak fldalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya
U~hlk masa lebih dari 1. (satu) tahun anggaran.

83. Sasamn (liarget) adalal1l hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

84. Keluaran (output) ad<illah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksarakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dam kebijakan.

85, Ha.1I (outcome) "d~I~1'\ segala SeSualU yang mencermlnkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

86. Reneana P&mbangunCjn Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adal'lh dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun.
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87. f'encana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjJtnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

88. Rencana Kerja dan Amggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA­
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

89. Rencana Kerja dan A~ggaran PPKD yang selanjutnya disebut RKA­
PPKD adalah dokumer perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BPKD
selaku BUD serta reni;ana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

90. Kebijakan Umum ARBD yang selanjutnya disebut KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asuinsi yan9 mendasarinya untuk pE'riode 1 (satu)
tahun.

91. Prioritas dan Plafon Ailggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah ranca~gan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yaflg diberikan kepada SKPD/UKPD untuk setiap
pro9ram seba9ai aciuan dalam penyusunan RKA-SKI'D/UKPD
sebelum disepakati derlgan DPRD.

92. Tim Anggaran Pemarintah Daerah yang selanjutnya disingr.at TAPD
adalah tim yang dibenluk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin
oleh SeklF'taris DaerCih yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksan<jkan kebijak*n Gubernur dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

93. Dokumen Pelaksanaar Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut
DPA-SKPIP adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
yang digurnakan sebag~i dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

94. Dokumen . Pelaksanaah Anggaran UKPD yang selanjutnya disebut
DPA-UKPP adalah dokumen yang memuat pendapat<.n dan belanja
yang digurnakan sebag~i dasar pelaksanaan anggaran oleh KPA.

95. Dokumen Pelaksanaar Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut
DPA-PPKD adalah dcikumen pelaksanaan anggaran BPKD selaku
BUD.

96. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disebut QPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan dan betanJa yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran oleh PA.

97. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran UKPD yang selanjutnya
disebut QPPA-UKPD. adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan dan belan/'a yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran 0 eh KPA.

98. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat
DPAL. adalah dokuman y.mg memu"t'sisa betanja tllhun sebelumnya
sebagai dasar pelaksamaan anggaran tahun berikutnya.

99. Anggaran Kas adatah dOKumen perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penepimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersediaan· dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam setiap periode.
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100, Sural Penyediaan qana yang selanjulnya disingkat SPD adalah
dokumen yang men>jatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai das?r penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

101, Surat Permintaan Aembayaran yang selanjutnya disingkat SPP
adalah dokumen ya~g d'iterbitkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab atas pelaksan$an 'kegiatan/bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembant~ untuk mengajukan permintaan pembayaran.

102, Rencana Bisllis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya disebut RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang' berlsi rencana pendapatan, rencana belanja
program'dan kegiat'in pada SKPD/UKPD yang menerapkan Pola
Pengelolflan Keuang$n Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)
sebagai penjabaran dari RKA-SKPD/UKPD yang menerapkan PPK­
BLUD,

103, SPP Uang Persedia13n yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembarltu untuk permintaan uang mllka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran I~ngsung,

104, SPP Gami Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU
adalah dokumen y$ng diaJukan oleh bendahara pengeluaranl
bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pengganti uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung,

105, SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaranl
bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidakdapat digunakan untJk pembayaran langsung
dan uang persediaan.

106, SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh bend ahara pengeluaran/bendahara pe"geluaran
pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga at<ls dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja
lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntuKan,
dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
PPTK,

107. Surat Perintah MemliJayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PAlKPA untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD

108, SPM Uang Persediai3n yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
diperounakan sebalilai ~anil p"rsediaan wntuk mendanai keoialan,

109, SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU
adalah dokumen yamg diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan
Sural Perintah Penc~ran Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD
yang dananya diperg~nakan untuk mengganti uq.ng persediaan yang
telah ciibelanjakan, ' , .
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110. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebul SPM-TU
adalah dokumen yarlQ dilerbilkan oleh PA/KPA unluk penerbilan
Sural Perintah Pencairan Dana alas beban pengeluaran DPA-SKPD,
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah balas paQu uang
persediaan yang telah dlletapkan sesuai dengan ketenluan.

111. SPM Langsung yang, selanjulnya disebut SPM-LS adalah dokumen
yang dlterbllkan oleh PA/KPA unluk penerbilan Sural Perinlah
Pencairan Dana alas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak
keliga,

112. Sural Perintah Pellcairan Dalla yang selanjulnya cisebul SP2D
adalah dokumen yanQ digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
diterbilkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM,

113. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli alau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah,

114. Sistem P.engendalian, Intern Keuangan Daerah adalah suatu proses
yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit
yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian
melalui audit dan evaluasi untuk menjamin agar pelaksanaan
kebijakan pengelolaaril keuangan dearah sesuai dengan rencana dan
peraturan perundang-undangan.

115. Kerugian Daerah aqalah kekurangan uang, sural berharga dan
barang yang nyala qan pasti jumlahnya sebagai akibal perbualan
melawan· hukum baik sengaja maupun lalai.

116. Badan Layanan Umljlm Daerah yang selanjutnya disingkal BLUD
adalah SKPD/UKPD ~i lingkungan Pemerinlah Daerah yang dibentuk
u~tuk memb6rikom pelayanan kepada masyarakat berup.l penyediaan
barang <llan/alau jas~ yang dijual lanpa mengulamakan mencari
keuntung;an dan dal13m melakukan kegiatannya didasarkan pada
prinsip elisiensi dan p,oduktivitas.

117. Pekerjaan Konstruksi: adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan' konstruksi bangunan atau pembualan wujud
fisik lainriya.

118. Jasa Konsultansi adal"h jasa layanan profesional yang membutuhkan
keahlian lertentu di 8erbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware).

119. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
yang mengutamakani kelerampilan (skillware) dalam suatu sistem
tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha unluk menyelesaikan
sualu pekerjaan atati se.gala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa
selain jasa konsultansi, pelaksanaan p€kerjaan konstruksi dan
pengadaan barang.

120, Tangg~ng Jawab $o&i,,1 dan Lingkung.n D~nlll U...ha yang
selanjutnya disebut TSLDU adalah tanggung jawab yang melekat
pada sebiap perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi,
seimbang dan sesua; dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya
masyarakat setempat.
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BAB II

RUANG lINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

a, hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukar; pinjaman;

b, kewajiban daerah un~uk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar'tagihan pihak ketiga;

c, penerimaan daerah;

d, pengeluaran daerah;

e, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa
uang, sur<;it berharga, iPiutang, barang serta hak-hak lain yallg dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan daerah; dan

f, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam
rangka p.enyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau
kepentingan umum,

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dala:n Peraturan Gubernur ini
meliputi kekuasaan peng;elolaan keuangan daerah, asas umum dan
struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,
pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan
keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, pemtiinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan
daerah, kerugian daerah dan pengelolaan keuangan BLUD serla
keterbukaan informasi.

BAB III

PENGELOLAANKEUANGANDAERAH

Bagian Kesatu

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal4

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-unctangan, efektif, efisien, ekonomis, tlansparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepalulan
dan manfaat untuk ma$yarakal.

(2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa
keuangan daerah dikelola secara tepal waktu dan lepat guna
yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
diperlanggu ngjawabkan.
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Taat pada peraturan !perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalaH bahwa pengelolaan keuangan daerah harus
berpedoman pada pe~turan perundang-undangan.

Efektif sebagaimana qimaksud pada ayat (1) merupal:an peneapaian
hasil program denganitarget yang telah ditetapkan. yaitu dengan eara
membandingkan keluiliran dengan hasil.

Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peneapaian
keluaran yang mciksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk meneapai keluaran tertentu.

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
peroleha", masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada
tingkat harga yang terendah.

c

(t)

(8)

Transparan sebagaimflna dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip
keterbukaan yang me~ungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses' informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah.

Bertanggung jawab S~agaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
perwujudpn kewajiba untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan
dan pengendalian su ber daya dan pelaksanaan kebijakan diJiam
rangka peneapaian luuan yang telah ditetapkan.

(g) Keadilan sebagaiman'l dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan
distribusi kewenangah dan pendanaannya dan/atau keseimbangan
distribusi h'ak dan ~ewajiban berdasarkan pertimbangan yang
obyektif.

(10) Kepatutan sebagaim$na dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan
atau suatu sikap yangl dilakukan dengan wajar dan proporsional.

c

(11 )

(1 )

Manfaat untuk masy~rakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah bahwa keuargan daerah diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarak~t.

Bagian Kedua

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Gubernur selaku Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuanganldaerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan tlaerilh yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaani pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 j mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. m..n"t~pk.m kebiJetklln lentang pengelolden Barl!lrl~ Mlilk Deerllh;

e. menetapkan KPAlPA;

d. menetapkan berldahara penerimaan can/at8u bend ahara
pengeluaran;
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e. menet:apkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan daera~;

f. mene\apkan pejab~t yang bertugas melakukan pengelolaan utang
dan piutang daera~;

g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
Barang Milik Daer,lh; dan

h. menetapkan peja~at yang bertugas' melakukan pengujian atas
tagihan dan memeHntahkan pembayaran.

(3) Gubernur selaku pem~gang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
melimpahkan sebagiarl atau seluruh kekuasaannya kepada :

a. Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah;

r:
(4)

b. Kepala BPKD sela~u PPKD; dan

c. Kepala SKPD sela~u pejabat PNPB.

Pelimpahan sebagaim13na dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur: be,dasarkan prinsip pemisahan kewenangan
antara yang memeri~tahkan, menguji dan yang menerima atau
mengeluarkan uang.

Bagian Ketiga

Koordinato( Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal6

c

(1) Sekda selaku koordinalor pengelolaan keuangan d"erah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal: 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan
fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan pe",yelenggaraan urusan pemerintahan daerah
termasuk pengelolaan keuangan daerah.

(2) Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1~ mempunyai tugas koordinasi di bidang :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Barang Milik
Daerah;

c. penyusunan Rc;ncangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

d. penyu6unan Rancangan Peraturan Daerah tentany APBD,
Perubahan APBD ~an pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

e. lugas'lugas peje~at parencane deereh, PPKD den pejabat
pengawas keuang'!n daerah; dan

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjawab$n pelaksanaan APBD.
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Seiain mempunyai tugas koordinasi
ayat (2) Sekda mempulnyai tugas :

a memimpin TAPD;

sebagaimana dimaksud pada

b. menyiapkan pedornan pelaksanaan APBD;

c. menyiapkan pedoman pengelolaan Barang Milik DaerClh;

d. memberikan pers~tujuan pengesahan DPA-SKPDIDPPA-SKPD;
dan

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan
daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan' oleh
Gubernur.

(4) Koordinator pengelolapn keuangan daerah bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas selbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
kepada Gubernur.

C Bagian Keempat

PPKD

Pasal 7

(1) Kepala BPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf b memp nyai tugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan fun~si BUD;

c
d. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggun9Jawab~npelaksanaan APBD; dan

e. melaksanakan tug?S Isinnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh Gubernur.

(2) PPKD dalam melaksariakan fungsinya selaku BUD berwenang :,

a. menyusun kebijak~n dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DP!l--SKPDIDPPA-SKPD;

c. melakukan pengelldalian pelaksanaan APBD;

d. memb.erikan petuniuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran keG d~er",h;

e. menetapkan SPD;

f. menyiapkan pelak~anaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas
nama Pemerintah Paerah;
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g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

h. menyajikan inform~si keuangan daerah; dan

i. melaksanakan k~bijakan dan pedoman pengelolaan serta
penghapusan Bararg Milik Daerah.

(3) PPKD selaku BUD r11enunjuk pejabat-pejabal di lingkungan BPKD
selaku Kuasa BUD.

(4) Penunjukan Kuasa ~UD sebagaimana dimaksud paC:d ay3t (3)
ditetapkan dengan Ke~utusan Gubernur.

(';

(5) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Gubernur melalui Sekdja.

Pasal8

(1) Kuasa BUD sebagail'nana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4),,
mempunyai tugas :

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2Di

d. menyimpan selurulb bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

e. memantau pelaks,\naan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/atau lem~aga keuangan lainnya yang ditunju~;

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APB[);

g. menyimpan uang daerah;

h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelolal
menatausahakan i~vestasi daerah;

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat PA atas
beban rekening kas umum daerah;

j. melaksanakan PElmberian pinjaman atas nama Pemerintah
Daerah;

k. melakukan pengelci>laan utang dan piutang daerah; dan

I. melakukan penagiman piutang daerah.

(2) Kuasa BUD bertangg~ng jawab atas pelaksanaan tllgasnya kepada
SUD,

Pasal 9

PPKD dapat melimpahka~ kepada pejabat lainnya di lingkungan BPKD
untuk melaksanakan tugas~tugas sebagai berikut :
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a. menyusun Rancangan 'APBD dan Rancangan Perubahan APBD;

b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. menyiapkan pelaksar,afln pinjaman dan pemberian jaminan alas nama
Pemerintah Daarah;

e. melaksanakan sislem ilkuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

f. menyajikCln informasi keuangan daerah; dan

g. melaksan1jkan kebijakan dan pedoman penge.lolaan serla
penghapusan Barang N1ilik Daerah.

Bagian Kelima

PA/PB

Pasal 10

(1) Kepala SKPD selaku PAIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf c mempLtnyai lugas :

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja; ,

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas lagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. mslaksanakan peniungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengijdakan ikal4n/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas allggaran yang telah ditetapkan;

h. mengangkat Panitill/Pejabilt Pengadaan BaranglJasa;

i. mengangkal Panitill/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (?2HP);

j. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang
melipuli :

1) SPifsifikasi teknis barang/jasa;
2) Harga Perkiraa~ Semdiri (HPS); dan
3) Rancangan konirak.

k. menerbilkan surgl !,I;lnunj~kan Pany"dia Elaranll/Jl;lsili

I. menyelujui bukti p~mbeli8n atau menandatangari Kuitansi/Surat
Perintah Kerja (SPij<)/surat perjanjian:

m. melaksanakan kontrak dengan Penyedla Barang/Jasa;,
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n. menetapkan tim pe"dukung Pengadaan Barang/Jasa;

o. menetapkan tim at~u tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk
membantu pelaksahaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;

p. menetapkan besarfln uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyetlia Barang/Jasa;

q. menandatangani SPM;

r. meng~lola utang d~n piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya;

s. mengelola Barangl Milik Daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab St<lPD yang dipimpinnya;

t. menyusun dan mi'lnyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

u. mengawasi pelaks<ilnaan aflggaran SKPD yang dipimpinnya;

v. melaksanakan tugas-tugas PA/PB I"innya berdasarkan kuasa
yang dilimpahkan qleh Gubernur; dan

w. bertanggung jawaQ atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur
melalui Sekda. .

(2) Apabila Kepala SKPD iselaku PA/PB dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa bertinda~ sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau
menunjuk Pejabat P$mbuat Komitmen (PPK) maka pelaksanaan
tugasnya rnengac~ p~da peraturan perundang-undan(Jan di bidang
Pengadaah Barang/Ja~a.

(3) Penyusunan RKA-SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
termasuk di dalamnya ,penyusunan rencana kegiata,l anggaran untuk
pembayaran utang da~rah pada SKPD meliputi ;

a. utang pegawai;

b. utang pinak ketiga

c. utang biaya; dan/atau

d. utang lainnya.

(4) Utang pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi
utang gaji, tunjangan struktural/fungsional dan/atau tlJnjangan kinerja
daerah.

(5) Utang pihak ketiga s¢bagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
merupakan utang yang berasal dari kontrak/perjanjian Pengadaan
Barang/Jasa,

(6) Utang biaya sebagairnana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi
utang telepon, air, listri~ dan/atau internet.
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•(7) Utang lainnya sebagaima~a dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi
utang berdasarkan putusar pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap atau transaksi keu~ngan lainnya yang menyebabkan SKPDI
UKPD berkewajiban rr.em~ayar u~ang.

Elagian Keenam

KPAlKPB

Pasal 11

(1) PAlPB dalam melaksana~an tugas-tugas sebagaimana dimakslld
dalam Pasal 10 dapat (Tlelimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kepala UKPD paqa SKPD selaku KPA/KPB.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan pertlmbangan besaran SKPD, besaran jumlah
uang yang dikelola, bebail kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali
dan/atau pertimbangan otljektif lainnya.

(3) Kepala UKPD pada SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam pengelolaan kewangan daerah dapat me"yusun dan
mengusulkan DPA-UI(PD;tersendiri.

(4) Kepala UKPD pada SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikecualikan pada Itbankolltbankab pada Inspektorat, Unit Pel"yanan
Perbendaharaan dan ~as/Unil Pelayanan Kas/Unit Pengelola
Teknis/Kantor pada BPK~, bagian pada Dinas, Bidang pada Badan
dan bagian pada Kota Administrasi/Kabupaten Admini~trasi.

(5) Pelimflahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada. ,
ayat (1) dltetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD.

(6) KPA/KP8 bertanggung javrab atas pelaksanaan tugasnya kepada PAl
PB.

(7) Apabila Kepala UKPD selaku KPA/KPB dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa. bertindak sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
maka pelaksanaan tugas~ya mengacu pada peraturan perundang­
undangan di bidang Penga~aan Barang/Jasa.

(8) KPA dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangnn
sebagaimana di'Tlaksud pa,\:ia ayat (1) termasuk didalamnya menyusun
rencana kegiatan anggar~n untuk pembayaran utang daerah pada
UKPD sebagaimana dima~sud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, huruf c
dar, huruf d.

Bagian Kelujuh

PPTK SKPD/UKPD

Pasal12

(1) PA/PB dan KPA/KPB dalam melaksanakan program dan kegiatan
dapat menunjuk pejabat pada SKPD/UKPD selaku PPTK.
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(2) Penunjuk,m pejabat sebayaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasark,an pertimbal1gan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan,
beban kenja, lokasi da~/atau rentang kendall dan pertimbangan objektif
lainnya.

(3) PPTK sepagaimana pimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada PAlPB ata'J KR'AlKPB.

(4) Penunjukan peiabat s~bagaimanadimaksud pada dyat (1) adalah PNS
yang memiliki eselonisasi di SKPD/UKPD masing-masing sesuai
dengan tugas pokok d~n fungsinya.

(5) Apabila pejabat sebag~lmana dimaksud ayat (4) tidak terpenuhi dalam
hal yang bersangkuta1 menduduki jabatan sebagai PPK-SKPD/UKPD,
maka dapat ditunjuk: staf untuk menjabat PPTK dalam rarlgka
efektifitas pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan dengan
persyaratan sebagai b~rikut :

a. staf pada unit kqrja yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan tUfJasnya, memiliki
integrilas moral, di~iplin tinggi, tanggullg jawab dan kualitas teknis
serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan
kepadanya;

b. memiliki kemampU!n untu~ mengambil keputusan benindak tegas
dan keteladanan d lam sikap dan prilaku serta tidak pernah terlibat
Korupsi, Kolusi da. Nepotisme (KKN);

c. PNS diutamakan paling kurang berpendidikan Diploma 3 (0.3)
atau Golongan IIl/a; dan

d. tidak sedang menj$lankan hukuman disiplin.

(6) PPTK mempunyai tuggS mencakup :

a. mengendalikan pe~ksanaan kegiatan;

b. rnelaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

c. menyiapkan dok~men anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegia/an;

d. mengendalikan pellaksanaan kontrak;

e. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa
kepada PA/KPA;

f. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada
PA/KPA dengan berlta acara penyerahan;

g. melaporkall kemajuan pe~erjaan termasuk penyerapan anggaran
dan hambatan Plliaksanasn pekerJasn kepada PAlKPA setlsp
triwulan;

h. menyimpan dan mimjaga keutuhan seluruh dokumon pelaksanaan
Pengacaan Barang/Jasa; dan
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i. mengusulkan kepc\da PA/KPA :

1) perubahan pak$t pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadvfal kegiatan pengadaan

(7) Dokumen anggaran *bagaimana dimaksud pada ayat (6) hurul c
mencakup dokumen' administrasi kegiatan maupun dokumen
administrasi yang tetkait dengan persyaratan pembayaran yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peratu,an perundang-undangan.

(8) Apabila lalah ditu~juk pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka tugas
PPTK dalam rangka PFlngadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dilaks~nakan oleh PPK sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedelapan

PPK SiKPD/UKPD dan PPK-PPKD

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD/UKPD,
Kepala SKPD/UKPD rJ,enetapkan pejabat yang me;aksanakan lungs;
tata usaha keuangan pada SKPD/UKPD sebagai PPK SKPD/UKPD.

(2) Untuk melaksanakan C\nggaran yang dimuat dalam DPA-PPKD, PPKD
menetapkan pejabat Yflng melaksanakan lungsi tata usaha keuangan
pada PPKD sebagai PPK-PPKD.

(3) PPK-SKPD/UKPD d8n PPK-PPKD sebaga;mana dimaksud paela ayat (1)
dan ayat (2) aelalah pejabat eselonisasi yang memiliki iugas dan lungsi
keuanganitata usaha pada SKPD/UKPD/PPKD.

(4) PPK-SKPb/UKPD seb,agaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugC\s:

a. meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa yang
disampaikan oleh \i>endahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu dan dik~tahuildisetujui oleh PPTK;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan/atau SPP­
LS g",ji dan tunj~ngan PNS serta penghasilan lainnya yang
ditetalPkan sesua! dengan ketentuan peraturan perurdang­
undarigan yang di\3jukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pemblomtu;

c. melakukan verilika~i SPP;

d. menyiapkan SPM;

e. melakukan verilikasi harian atas penerimaan yang dikelola oleh
SKPD;

f. melaksanakar, akurtansi SKPD; dan

g. menyiapkan lapora'n keuangan SKPD.
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(5) PPK-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

a. meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa yang
disampaikan oleh !bendahara PPKD dan diketahuildisetujui oleh
PPTK;

b. meneliti ke,engkai'n SPP-UP. SPP-GU. SPP-TU yang ditetapkan
sesuai dengan k entuan peraturan perundang-undangan yang
diajukan oleh bend hara pengeluaran PPKD;

c. melakukan verifika~i SPP;

d. menyiapkan SPM;

e. melakukan verifik,\si harian atas penerimaan yang dikelola oleh
PPKD; .

f. melaksanakan akuntansi PPKD; dan

g. ~enyiapkan lapora:n keuangan PPKD.

(6) PPK-SKPD tidak bole~ merangkap sebagai pejabat yang bertugas
menjalank:an fungsi KPiA. bendahara dan/atau PPTK.

Bagian Kesembilan

Bendah"lra Penerimarn. 8endahara Penflrimaan Pembantu dan
Benda~ara Pengeluflran. Bendahara Pengeluaran Pembantu

sena Bendaharfl Penerimaan PPKD dan Bendahara
i Penge1uaran PPKD

Pasal14

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

Dalam rangka pelaks,maan anggaran. Kepala SKPD mengusulkan
calon beridahara pen~rimaan dan bendahara pengeluaran kepada
PPKD serta PPKD m$ngusulkan bend ahara penerimaan PPKD dan
bendahara pengeluarah PPKD.

Gubernur atas usul ipPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menetapkan bendahara penerimaan. bendahara pengeluaran.
bendahara penerima~' PPKD dan bendahara pengeluaran PPKD
untuk me1aksanakan t gas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pada SKPD an PPKD.

Dalam hal PA melimpflhkan sebagian kewenangannya kepada KPA.
Gubernur menet3pkEjn bendahara penerimaan pembantu dan
bendahara pengeluarar pembantu pada UKPD yang bersangkutan.

Bendahara penerimaa~. bendahara penerimaan pembantu. bendahara
pengeluaran dan ben9ahara pengeluaran pembantu serta l.>~ndahara
penerimaan PPKD dan bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 ~ adalah pejabat fungsional.

Bendahara penerimaa~. bendahara penerimaan pembantu. bendahara
pengeluaran dan benclahara pengeluaran pembantu ,erta bendahara
penerimaan PPKD da:n bendahara penlleluaran PPKD baik secara
langsung maupun tl<ilak langsung dllarang melakukan keglatan
perdagangan. pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau
bertindak sebagoi penjamin alas kegiatan/pekerjaan/penjualan
tersecut. serta menyirnpan uang pada suatu bank at,,'J lembaga
keuangan lainnya atas ,nama pribadi.
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(6) Bendahara penerimaan,; bendahara penerimaan pembantu dan
bendahara pengeluaran,i bendahara pengeluaran pembantu serta
bend ahara nenerimaan PPKO dan bendahara pengeluaran ~PKD
secara fung~ional berta1ggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPKD selaku BUp.

(7) Bendahara penerimaan" bendahara penerimaan pembantu dan
bendahara pengeluaran, i bendahara pengeluaran pembantu secara
administratif bertanggung jawab atas pelaks8naan tugasnya kepada
PA/KPA serta bendah~ra penerimaan PPKD dan bendahara
pengeluaran PPKD seci3ra administratif bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya k.,pada PPKD.

(8) Bendahara penerimaan/pendahara penerimaan pembantu serta
bendahara penerimaan PpKD bertugas untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menataLjsahakan dan mempertanggungjawabknn
penerimaan pendapatan' dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD/UKPD

(9) Bendahara penerimaan~bendahara penerimaan pembantu serta
bendahara penerimaan ~PKD wajib menyetorkan penerimaan yang
diterima ke kas daerah alau bar,k yang ditunjuk atas nama rekening
kas umum daerah pada a!khir hari kerja.

(10) Bendahara pengeluaran. dan bendahara pengeluaran pembantu
harus menyimpan uang pada Bank OKI atau Bank Pemerintah lain
yang ditunjuk.

(11) Setiap penarikan uang, dari bank sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) untuk melaksanakan pembayaran harus ditandatangan, oleh :

a. Kepala SKPD bersamq dengan bendahara pengeluaran;
b. Kepala UKPD ber$ama dengan bAndahara pengeluaran

pembantu.; dan
c. PPKD bersama dengan bend ahara pengeluaran PPKD.

(12) Untuk keperluan pembCliYaran tunai sehari-hari, setiap bendahara
pengeluaran dan benda~ara pengeluaran pembantu serta bendahara
pengeluaran ,pPKD diizini1an mempunyai persediaan uang tunai (cash
on hand) pada akhir hari \{erja paling banyak se~esar Rp 50.000.000,00
(lima pUluh juta rupiah). .

(13) Perubahan atas batas Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
ditetapkan oleh Gubernur.

(14) SKPD/UKPD yang mene:ralJkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
.(PPK-BLUO)', pe~gguna?n atas penerimaan fungsional dilakukan
sesuai dengan kelentuaniperaturan perundang-undangan.

Pasal15

(1) Bendahara p<ma'imaan/fendahAra penerima'an pambanlu dan
bend ahara pengeluaran/~endahara pengeluaran pembantu serta
bendahara penerimaan FlPKD dan bendahara peng€luaran PPKD
sebagaimana dimaks~d d41am Pasal 14 harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
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a. pendidikan paling kurang SLTA;

b. memiliki sertifikat bemdahara;

c. pangkatlgolongan mirJimal Pangatur Muda (Ilia);

d. PNS;

e. tidak menjabat seba~ai pejabat struktural;

f. tidak menjabat sebJagai bendahara lebih dari 5 (lima) tahun
berturut-turut pada S!<PD/UKPD yang bersangkutan;

g. tidak terkena huku(l1an disiplin sebagaimana dimaksud pada
Peraturan Pell1erint$h Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin
Pegawai Negeri Sipillselama :

1. 1 (satu) ta:lun ter4khir untuk hukuman tingkat ringan;
2. 2 (dua) tahun ter*hir untuk hukuman tingkat sedC'ng; dan
3. 3 (tiga) tahun terakhir untuk hukuman tingkat bera\.

h. usia tidGlk melebihi 55 (lima puluh lima) tahun pada awal tahun
anggaran.

(2) Penelitian terhadap ,calon bendahara penerimaan/bendahara
penerimaan pembantu: dan bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu I serta bendahara penerimaan PPKD dan
bendahara pengeluaran! PPKD dilakukan minggu ke 2 (dua) bulan
Oktober oleh Tim Pertim~angan Pengangkatan Bendahara yang terdiri
dari:

a. Ketua : Kepal'1 BPKD

b. Sekretans : Kepal<l Bidang Pembinaan BPKD

c. Anggota : 1. UnS\ur BPKD
2. Umiur Inspektorat
3. Un~ur Badan Kepegawaian Daerah
4. Un&ur Biro Hukum Setda

(3) Bendahara penerlmaa~/bendahara penerimaan pembantu dan
bendahara pengeiuara~/bendahara pengeluaran pembantu serta
bendahara penerimaan; PPKD dan bendahara pengeluaran PPKD
yang melakukan perjala~an dinas cutl, sakit atau karena sesuatu hal
yang berhalangan hadir qiatur dengan ketentuan sebagai beri~ut :

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan,
wajib memberikan sufrat kuasa kepada pejabat yand ditunjuk untuk
melakukan tugas-tu'1as bendahara dengan disertai tugas Kepala
SKPD/UKPD at8u PPKD;

b. ai;JQblla m.. l"bihi 1 ~...Iu) lJul ..n ."m1:". i allrg"n ;j (1Iss) bul.n,
petugas yang ditun)uk sebagaimana dimaksud pada huruf a
melanjutkan tug3s-tugas bendahara dan dibuat berita acara serah
terima dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur,
Inspektur, Kepala BP,KD dan bendahara yang bersangkutan paling
lama 6 (enam) hari kerja setelah serah terlma dilakukan;
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c. apabila lebih dairi 3 (tiga) bulan, bendahara belum dapat
melaksanakan tugasnya maka bendahara yang 'Jersangkutan
dianggap telah l1Jlengundurkan diri atau berhenti dari jabatan
sebagai bendahara;

d. untuk mengisi jaqatan bendahara sebagaimana dimaksud pada
huruf c, Kepala ISKPD/UKPD atau PPKD yang bersangkutan
mengusulkan pe~gganlinya kepada PPKD dengan tembusan
Inspektur paling' lama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal
pemberhentian/mengundurkan diri;

e. setelah diterimanY<l usulan calon pengganti bendahara pengganti
sebagaimana din\laksud pada hurul d, PPKD memproses
Keputusan Guber(lUr tentang Penetapan Bendahara Pengganti;
dan

f. sebelum calon bet'dahara pengganti sebagaimar,a dimaksud pada
huruf e ditetapka , semua tugas-tugas pengelolaan keuangan
daerah dilakukan leh petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPDI
UKPD atau PPKD.

C: Pasal16

(1 )

(2)

Dalam hal bendahara! meninggal dunia atau dimutasi, maka Kepala
SKPD/UKPD atau P~KD mengusulkan calon bendahara pengganti
kepada PPKD dalam lIJaktu 3 (tiga) hari kerja dengan mengacu pada
ketentuan dalam Pasall15 ayat (1).

Setelah dilerimanya ululan calon bendahara pengganti sebaga,imana
dimaksud pada ayat 1(1), PPKD memproses Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Be~dahara Pengganti.

Bagian Kesepuluh

Pembantu Bendahara

Pasal 17

(1) Untuk mendukung k~lancaran tugas perbendaharaan, bendahara
penerimaan/bandahara: penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluar;m/bendahara pengeluaran pembantu serta bendahara
penerimaan PPKD dan bendahara pengeluaran PPKD dapat dibantu
oleh pembantu bendahara.

(2) Kepala SKPD/UKPD nnenetapkan pembantu bendahara pada SKPDI
UKPD dan PPKD menetapkan pembantu bendahara pada PPKD

(3 )

(4)

(5)

Pembantu bendahara. pencrimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan lungsi sebagai kasir dan/atau pembuat
dokumen penerimaan.

Pembantu bendahma, pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakiiln fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat
dokumen pengeluaran uang dan/atau pengurusan gaji dan tunjangan.

Pembantl,l b'mdahara laabagaimana dlmakaud patla ay"t (1) dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada bendahara
penerimaan/bendahara. penerimaan pembantu atau bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu serta bendahara
penerimDan PPKD dan !bendahara pengeluaran PPKD.
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BAB IV

STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

(1) Struktur APBD rnerupakan satu kesatuan terdiri dari :

a. pendapatan daerah;

b. belanja daerah; dan

c. pembiayaan daerah.

(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan
menurut urusan p~merintahan daerah dan organisasi yang
bertanggung jawab rPelaksanakan url'san pemerintahan tersebut
sesuai dengan ketentuf'n peraturan perundang-undangan.

(3) Klasifikasi APBD mElnurut urusan pemerintahan dan organisasi
sebagaimana dimaksud pada "yat (2) dapat dis8suaikan dengan
kebutuhan berdasarka~ ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pendapatan daerah sElbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf a meliputi semuq penerimaan uang melalui rekening kas umum
daerah, yang menam~ah ekuitas dana, merupakan hak Pemerintah
Daerah datlm 1 (satu) ~ahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali
oleh Pemerintah Daera;h.

(2) Belanja daer8h seba~aimana d;maksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf b meliputi semuq pengeluaran dari rekening kas umum daerah
yang mengurangi eku!itas dana, merupakan kewaJlban Pemerintah
Daerah dalam 1 (sat~) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kemb~li oleh. Pemerintah Daerah.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
I

huruf c meliputi semualtransaksi keuangan untuk menutup defisit atau
untuk memanfaatkan surplus.

Pasal20

(1) Pendapatan daerah s~bagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf a dirinci menunut urusan pemerintahan da8rah, organisasi,
kelompok, jenis, obj~k, rincian objek dan sub rincian objek
penoapalan.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam P<1sal 18 ayat (1)
huruf b dirinci menuriJt urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, ke\lompok, jenis, objek, rincian objek dan sub
rincian objek belanja.
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(3)

(4)

Pembiayaan daerah s$bagaimana dimaksud dai<:lm Pasal 18 ayat (1)
hurlJf c dirinci menufut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek
pembiayaan.

Kode rekening pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan
daerah sebagaimana (Jimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pendapatan Oaerah

Pasal 21

r-.
'-

c

Pendapiltan ejaerah seba\laimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf a dikelompokkan dari! :

a. pendapatan asli daerah;

b. dana perimbangan; dam

c. lain-lain pendapatan dijerah yang sah.

Pasal 22

(1) Kelompok pendapatan, asli daerah dibagi meilurut jenis pendapatan
yang terdiri dari :

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kf'kaY2an daerah yang dipisah~an; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

(2) Jenis pajak daerah dart retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan hLjruf b dirinci menurut objek pendapatan sesuai
dengiln peraturan perundang-undangan bideng pajak daerah dan
retribusi daerah.

(3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut objek
pendapatan yang menc:akup :

a. bag ian laba atas penyertaan modal pada SUMO: d3n

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta
atau kelompGk usal!la masyarakat.

(4) Janis I.. in-I .. in p'lndail'"t..n uli d"..r.. h y..nQ a.h ~Elb~9.. im"ns
dimaksud pada ayat (J) huruf d, disediakan untuk menganggarkan
penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam j,m's pajak daerah,
retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dirinci men~rut objek pendapatan yang antara lain terdiri
dari :
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a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara
tunai atau angsura~/cicHan;

b. hasH pemanfaatan ilset daerah;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;,

e. penerimaan alas luhtulan ganli kerugian daerah;

f. penerimaan komisii potongan alaupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan darllatau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah; .

g. penerimaan keuntlJngan dari selisih nilai tukar rupiah lerhadap
mala uang asing;

h. pendapatan denda :atas keterlambalan pelaksanaan pekerjaan;

i. pendapatan denda pajak;

j. pendapalan denda retribusi;

k. pendapalan hasH eksekusi atas jaminan;

I. pendapatan dari pengembalian;

m. fasiiilas sosiai dan fasililas umum;

n. hasil kerja sama aset;

o. pendapatan dari pe:nyeleilggaraan pendidikan dan pelatihan;

p. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa denda; dim

q. pendapatan dari Bl.:UD.

Pasal23

(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis
pendapatan yang lerdiri alas:

a. dana bagi hasil;

b. dana alokasi umum; dan

c. dana alokasi khusus.

(2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek flendapatan yang
mencakup:

a. bagi hasH pajak; dan

b. bagi hasil bukan pajak.

(3) Jenis dana alokasi urnurn hanya terdiri atas objek pendapatan dana
alokasi umum.
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(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut
kegialan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 24

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf c merupakan pendapatan daerah selain pendapatan
asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah dan dana darurat.

Pasal25

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan
penerirnaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,
badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah dan
pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga dalam negeri atau
perorangan.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dalam bentuk
devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli,
pelatihan dan TSLDU yang tidak perlu dibayar kembali.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah TSLDU sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan/atau pelaporan atas penerimaannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidann
hibah daerah.

(4) TSLDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak termasuk
dal2m kategori penerimaan hibah diatur dengan Peraturar Gubernur
tersendiri.

(5) Pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. merupakan
pendapatan yang diterima dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan
korban/kerusakan akibat bencana alam.

Bagian Ketiga

Belanja Daerah

Pasal27

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan
urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang
dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah
Daerah atau antar Pemerintah Daerah lain yang ditetapkan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja daerah penyelenggaraan uru••m wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan mflsyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
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(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian
standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang­
undangan.

Pasal28

(1) Klasifikasi belanja daerah menu rut urusan pemerintahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan
belanja urusan pilihan.

(2) Klasifikasi belanja daerah menurut urusan wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umurr.;

d. perumahan rakyat;

e. penataan ruang;

f. perencanaan pembangunan;

g. perhubungan;

h. lingkungan hidup;

i. pertanahan;

j. kependudukan dan catatan sipil;

k. pembcrda'laan perempuan dan perlindungan anak;

I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

m. sosial;

n. ketenagakerjaan;

c. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

p. penanaman modal;

4. kebudayaan;

r. kepemudaan dan olah raga;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

t, olonO".,1 d"er"h, pemerlntahan umum, admlnlslresl k"u<!lng<!ln
daerah. perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

u. ketahanan pangan;

V. pemberdayaan masyarakat dan desa;
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W. statistik;

x. kearsipan;

y. komunikasi dan informatika; dan

z. pel'pustakaan.

(3) Klasifikasi belanja daerah menurut urusan pilihan sebagaimana
dimaksud pada '3yat (1) mencakup :

a. pertanian;

b. kehutanan;

c. en6rgi dan sumber daya mineral;

d. pariwisata;

e. kelautan dan perikanan;

f. perdagangan;

g. perindustrian; dan

h. ketransmigrasian.

(4) Belanja daerah menurut urusan pemerintahan yang penanganannya
dalam bagian a.tau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan
ketentuan perundar,g-undangan dijabarkan dalam bentuk proCiram dan
kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan
pilihan.

Pasal29

Klasifikasi oelanja daerah menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan
keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri
dari:

a. pelayanan umum;

b. ketertiban dan ketentraman;

c. ekonomi;

d. Iingkungan hidup;

e. perumahan dan fasilitas umum;

f. kesehatan;

g. parlwlsata dan budaya;

h. pendidikcm; dan

i. perlindungan sosial.
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Pasal 30

Klasifikasi belanja daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi
Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Klasifikasi belanja daerah menucut program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disesuaikan dengan Peraturan
Daerah yang mengatur tentang RPJMD. .

Dasal 32

(1) Belanja daerah menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri dari :

a. belanja tidak langsung; dan

b. belanja langsung.

(2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

(3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkai' secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1

Belanja Tidak Langsung

Pasal 33

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. belanja pegawai;

C b. bunga;

c. subsidi;

d. hibah;

e. bantuan sosial;

f. bantuan keuangan; dan

9 belanja tidak terduga.

Pasal34

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a
merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan,
smta tambahan penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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(2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta
gaji dan lunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur serla penghasilan
dan penerimaan lainnya yang dilelapkan sesuai dengan peraluran
perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasiian kepada
PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan p8raturan
perundang-undangan.

(2) Krileria pemberian tambahan penghasilan sebagairr'ana dimaksud
pada ayat (1) ditelapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasai 36

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b digunakan
unluk menganggarkan pembayaran bunga ulang yang dihilung alas
kewajiban pokok ulang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian
pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal37

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 33 huruf c
digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembag<J tertenlu agar harga jual produkljasa yang
dihasilkan dapal terjangkau olsh masyarakat banyak.

(2) Perusahaar/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan prod'Jk atau jasa
peiayanan umum masyarakat.

(3) Perusahaar./lembaga penerima belanja sub9idi sebagaimana
c'imaksud pada ayat (1) harus terlebih dahuiu dilaku.kan audit sesuai
dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.

(4) Dalam rangka pertanggungjawaban peiaksanaan APBD, penerima
subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penggunaan dan? subsidi kepada
Gubernur.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi
dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya
lebih lafljut dituangkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal38

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d
digunakan untuk menQanllg",rkan pemberian hibah dalan) bentuk
uang, barang dan/atau Jasa kepada F'emerlntah atau F'emerlntah
Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau badan,
lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya.
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(2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah
Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas
dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 39

(1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di Pemerintah Daerah.

(2) Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang
peningkatan pelayanan ~epada masyarakat.

(3) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah Daerah
dan layanan dasar umum.

(4) Hibah kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi
penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait
dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan di Pemerintah
Daerah.

(5) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan lang
berbadan hukum di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi
penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait
dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(6) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan Pemeril1tah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal40

(1) Hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Keme"terian yang wilayah
kerjanya berada dalam Pemerintah Daerah.

(2) Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada BUMD dalam rangka
penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah· dari Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peratul an perundang-undangan.

(3) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang
memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan,
kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non­
profesional.

(4) Hibah kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum di Indonesia diberikan kepada badan, Ip.mbaga dan
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan
sifatnya mendukung pelayanan publik.

Pasal41

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d sekurang­
kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
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a, peruntukannya telah ditetapk2n secara spesifik:

b. tidak wajil:>, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentu,,,', peraturan
perundang-undangan; dan

c. memenuhl pelsyaratan penerima hibah.

(2) Hibah yang diberikan secara tldak mengikaUtidak seC2ra terus menerus
diartikan bahwCl pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung
pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan
tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(3) Pemberian hibah dituangkan daiam Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD).

Pasal42

(1) Belanja bantu an sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat
sosial kemasyarakatQn dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
kelompok/anggota masyarakat.

(2) Kelompoklanggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan
yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, pOlitik,
bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan
hidup minimum; dan/atau

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan
bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok
dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinY<l risiko sosia!.

(3) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :

a. bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan;
dan/atau

b. bantuan sosial kepada indivirlu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

(4) Bantuan sosial sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) diberikan secara
selektif, tldak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan
peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah yang pelaksanannya ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(5) Kriteria selektit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diartikan bahwa
bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan
untuk melindungi oari kemungkinan risiko sosia:.

(6) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tirlak mengikat
diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran
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Pasal43

Pemberian hlbah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1) mencantumkan daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran dalam Lampiran Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBD/Perubahan APBD kecuali banluan sosi;;,1 yang lidak
direncanakan.

Pasal44

(1) Bantuan keua~gan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang oersifat
umum alau khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah
Daerah lainnya dan bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Bantuan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
diberikan sesuai dengan kelentuan peraluran perundang-undangan
dan dianggarkan dalam belanja bantuan keuangan.

Pasal45

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi/hibah/bantuan sosial/bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan t"asal 44 diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

(3) Pengembalian alas kelebihan penerimaan daerah tallun-lahun
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus didukung dengan bukli-bukti yang sah.

o

(1 )

(2)

I

Belanja tidak tarduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf 9
merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana. dimaksud pada
ayat (1) yaitll untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan
gangguan terhadap stabilitas penyelenggal aan pemerintahan demi
terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di
daerah.

Paragraf 2

Belanja Langsung

Pasal47

(1) Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebadaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja
yang t..rdiri dari :

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa; dan

c. belanja modal.
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dala'll melaksanakan
program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

(3) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilai manfaatnya
kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan
kegiatan Pemerintah Daerah, termasuk barang yang akan diserahkan
alau dijual ~epada masyarakat atau pihak ketiga.

(4) Belanja barang/jasa sebagaim<:na dimaksud pada ayat (3) berupa
belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi
asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,
sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman,
pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari­
hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan
pem~lallgan pegawai, pemeliharaan, ja~a konsultansi, lain-lain
Pengadaan Barang/Jasa dan belanja lainnya yang sejenis serta
pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual
kepada masyarakat atau pihak ketiga.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul c
digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap berwujud yang mempllnyai njlai manlaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk diguna~an atau dimaksudkan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat.

Bagian Keempat

SurpluslDelisit APBD

Pasal48

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/delisit APBD.

(2) Surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila
anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran
belanja daerah.

(3) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran
pokok utang, penyertaan modal (investasi) pemer+ntah daerah, dana
cadangan daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah
pusatipemerintah Liaerah lain dan/atau pendanaan belanja
peningkatan jaminan sosial.

(4) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimar,a
dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk program dan
kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD
yang secara IUligsional terkait dengan tugasnya melaksanakan
program dan kegiatan tersebut.

(5) Delisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apai<lila
anggaran pendapatan daerah diperkirakan leblh keell dari anggaran
belanja daerah.

(6) Batas maksimal derisit APBD untuk setiap tahun "nggaran
berpedoman pada penetapan batas maksimal delisit APBD oleh
Menteri Keuangan.
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(7) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan daerah
untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari
SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan d3na cadangan, h?sil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman
daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau
penerimaan piutang.

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah

Pasal49

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 50

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
mencakup:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan pinjaman daerah;

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan

f. penerimaan piutang daerah.

(2) Pengeluaran pE:mbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
mencakup:

a. pembentukan dana cadangan;

b. penanamaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;

c. pembayaran pokok utang; dan

d. pemberian pinjaman daerah.

(3) Pembiayaan netto mcrupakan selisih antara penerlmaan pembiayaan
dengan pengeluaran pembiayaan.

(4) Jumlah pembiayaan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
dapa! menutup defisit anggaran.

Bagian Keenam

Kode Rekening Penganggaran

Pasal 51

(1) Setiap urusan pernerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan
dalam APBD me~ggunakan kode L'rusan Pemerintahan Daerah dan
kode organ;sasi.
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(2) Kade pendapatar., kade belanJa dan kade pembiayaan yang digunakan
dalam pengilnggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun
belanja dan kode akun pemoiayaan.

(3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, objek serta rincian objek
yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode
kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian
objek.

(4) Untuk tertib peng,mggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran
yang disebut kode rekening.

Pasal 52

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan
pemerintahan daerab, kode organisasi, kode dan daftar program serta
kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek dan kode
rincian Obj8k.

Pasal 53

(1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur.

(2) Kode akun pendapatan,
pembiayaan sebagaimana
merupakan bagian susunan
dalam Peraturan Gubernur.

kode akun belanja dan kode akun
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
kode akun keuangan daerah d'tetapkan

C·', ,

(3) Kode dan klasifikasi belanja daerah menu rut fungsi untuk keselarasan
dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 sesuai ketentuan peratllfan perundang­
undangan.

(4) Kode dan daftar program serta kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 menu rut urusan pemerintahan daerah ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur.

(5) Kode rekening pendapatan daerah sebagaimal'la dimaksud dalam
Pasal 2a ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

(6) Kode rekening belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

(7) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

(8) Dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah, kode dan daftar program serta kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara berkala akan
disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

(9) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah serta
keselarasan penyusunan statistlk keuangan negara, perubahan dan
penambahan kode rekening rincian objek belanja diatur dalam
Peraturan Guberr.ur.
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BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu

Asas lJmum

Pasal54

(1) Penyelenggar2an urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah didanai dari dan atas beban APBD.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Pasal55

(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam
bentuk uang, b2rang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang
berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

(2) pp,nganggaran pene,imaan dan pengeluaran APBD hi'rus memiliki
dasar hukum penganggaran.

Pasal56

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban
Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam perccturan perundang­
undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pasal57

(1) Untuk menyusun APBD, Pemerintah Daerah menyusun Rencana
Kerja Peme,in\ah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari
RPJMD.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekoncYrhT daerah, prioritas
pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pe',lerintah,
Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan' mendorong partisipasi
masyarakat.

Pasal 58

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pengar,ggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.

(2) Rencana Ker]a Pemerlntah Daerah (RKPD) sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(3) Tata cara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Ketiga

KUA dan PPAS

Pasal 59

(1) Gubernur menyusu;1 Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPO) dan pedoman
penyusunan APBO yang ditetapkan Menterl Oalam Negeri setlap
tahun,

(2) Pedoman penyusunan APBO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat antara lain:

a, pokok-pokok kebijakan yang rnemuat sinkronisasi kebijakan
Pemerintah dengan Pemerintah Oaerah;

b, prinsip dan kebljakan penyusunan APBO tahun anggaran
berkenaan;

c, teknis penyusunan APBO; dan

d, hal-hal khusus lainnya,

Pasal 60

(1) Oalam menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Gubernur dibantu
oleh TAPO yang dipimpin oleh Sekda,

(2) Rancangan KUP, dan Rancangan PPAS yang telah disusun
sebagaimana dim3ksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekda selaku
Ketua TAPO kepada Gubernur.

Pasal 61

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBO, kebljakan pendapatan daerah, kebijakan belanja
daera:" kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaia"nya,

Pasal62

Ranc::mgan PPAS sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 60 ayat (1)
disusun dengan tahapan sebagai berikut :

a, menentukan skala prloritas pembangunan daerah;

b, menentukan prioritas program unluk masing-masing urusan; dan

c, menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-maslng
program/kegiatan.

Pasal63

(1) Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (2) disampaikan Gubernur kepada OPRD untuk
dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun
anggaran berikulnya,
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(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rancangan KUA dan' Rancangan PPAS yang telah dibahas
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) selanjutnya disepakati menjadi
KUA dan PPAS.

Pasal64

(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayal (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota
kesepakalan yang ditandatangani bersama antara GuiJernur dengan
pimpinan DPRD.

(2) Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota
kesepakatan KUA dan PPAS.

(3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, penandatanganan nota
kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh
pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

RKA-SKPD/UKPD dan RKA-PPKD

Pasal 65

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan sural edaran Gubernur tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/UKPD sebagai acuan Kepala
SKPD/UKPD dalam menyusun RKA-SKPD/UKPD d3~ Kepala BPKD
selaku PPKD dalam menyusun RKA-PPKD.

(2) Rancangan sural edaran Gubernur tentang Pecloman Penyusunan
RKA-SKPD/UKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup :

a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;

b. alok2si olaron anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan;

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD/UKPD dan RKA-PPKD;

d. dokumen sebagai lampiran sural edaran meliputi KUA, PPAS,
analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Pasal66

RKA-SKPD/UKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka meneng.,h daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal6?

(1) F-endekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilaksanakan dengan
menyusun prakiraan maju.
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(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direneanakan
dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direneanakan.

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 dilakukan dengan me'T1adukan seluruh proses pereneanaan
dan penganggaran pendapatan, belanja dan pemblayaan di lingkungan
SKPD/UKPD dan BFKD untuk menghasilkan dokumen reneana kerja
dan anggaran.

(4) Pend8katan penganggaran berdasarkan prestasi kerja seb'Olqaimana
dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari
kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkaR termasuk efisiensi
dalam peneapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 68

(1) Penyusunan RK4,-SKPD/UKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 berdasarkan pada indikator kinerja, eapaian
atau target kinerja, anal isis standar belanja, standar satuan harga dan
standar pelayanan minimal.

(2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adal3h ukuran
keberhasilan yang akan dieapai dari program dan kegiatan yang
direneanakan.

(3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
ukuran prestasi kerja yang akan dieapai yang berwujun kualitas,
kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan
kegiatan.

(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

. (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan eapaian jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal69

(1) RKA·SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 memuat
reneana pendapatan, reneana belanja untuk masing-masing program
dan kegiatan untuk tahun yang direneanakan dirinci sam;:,ai dengan
rineian objek pendapatan dan belanja serta prakiraan maju untuk
tahun berikutnya.

(2) RKA-SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat
informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar
biaya, prestasi kerja yang akan dieapai dari program dan kegiatan.

Pasal 70

(1) Rencaila pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
memuat kelompok, jenis, objek dan rineian objek pendapatan daerah,
yan9 dipun9ut/dikelola/diterima oleh SKPD/UKPD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
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(2) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)
memuat kelompok belanja tldak langsung dan belanja langsung yang
masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek
belanja.

(3) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola
sesuai dengan tugas pokok dan lungsi organisasi.

(4) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) memuat
nama organisasi atau nama SKPD/UKPD selaku PAlPB atau KPAI
KPB.

(5) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target
kinerja.

(6) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) memuat
nama program yang akan dilaksanakan SKPD/UKPD dalam tahun
anggaran berkenaan.

(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (<0) memuat
nama kegiatan yar,g akan dilaksanakan SKPD/UKPD dalam tahun
anggaran berkenaan.

Pasal 71

(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) meliputi
masukan, keluaran dan hasil.

(2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5)
merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan
semula dengan mernpertimbangkan laktor kualitas, kuantitas, elisiensi
dar, elektilitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

(3) Target kinerja sebagaimana dirr,aksud dalam Pasal 70 ayat (5)
merupakan hasH yang diharapkan dari suatu program alau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal72

(1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan
jasa serta belanja moaal dianggarkan dalam RKA-SKPD/UKPD pada
masing-masing SKPD/UKPD.

(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja-bantuan sosial,
belanja bagi hasH, belanja bantuan keuangan dan b,;lanja tidak
terduga hanya dianggarkan dalam RKA-PPKD pada BPKD.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Pengadaan Barang/Jasa (termasuk berupa aset tetap) yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran
berkenaan dapat dianggarkan pada RKA-SKPD/UKPD sesuai
kelentuan peraturan perundangan-undangan.

(4) Belanja barang dan jasa (termasuk berupa aset telap) yang akc:n
diserahkan kepada pihak keliga/masyarakat pada lahun anggaran
berkenaan sebagaimana dimaksuc pada ayat (3) dianm;arkan sebesar
harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkankepada pihak
ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan sesuai
ketentu?n peraluran perundangan-undangan.
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(5) Belanja barang dan jasa sebagaimana dima~sud pada ayat (1) berupa
uang yang dimaksudkan untuk diberikan kepada pihak ketigal
masyarakat dalam rangka pemberian hadialn pada kegiatan yang
bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi dapat
dianggarkan pada RKA-SKPD/UKPD sesuai ketentuan reraturan
perundangan-undangan.

(6) Pada SPKD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuallgan
BLUD (PPK-BLUD) disusun RBA-BLUD.

(7) RBA-BLUD sebag'3imana dimaksud pada ayat (6) merupakan
penjabaran dari RKA untuk SKPD/UKPD yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD).

(8) RBA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada
BPKD untuk dikaji bersama oleh Tim Penilai Pola Pengelolaan
Keuangan Daerah BLUD (PPK-BLUD).

Pasal73

Penerimaan pembiayaan dan perigeluaran pembiayaan d3e:ah dianggarkan
dalam RKA-PPKD pada BPKQ.

Pasal 74

(1) Pada BPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

(2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKD
selaku SKPD.

(3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan
hibah;

b. beianja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial. belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja
tidak terduga; dan .

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bagian Kelima

Penyiapan Rancangan Peraluran Daerah tentang APBD

Pasal75

(1) RKA-SKPD/UKPD yang telah disusun oleh SKPD/UKPD dan RKA­
PPKD yang disusun oleh BPKD disampaikan kepaJa PPKD untuk
dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) PembCihasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menelaah :

a. kesesuaian RKA-SKPD/UKPD dan RKA-PPKD dengan KUA,
PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD/UKPD dan RKA-PPKD
tahun berjalan yang disetujui tahun lalu can dokumen
perencanaan lainnya;

b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar anal isis belanja
dan standar satuan harga;
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c, kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang melipuli capaian
kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan slandar
pelayanan minimal;

d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikulnya; dan

e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD/UKPD.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPP/UKPD dan RKA-PPKD
lerdapat ketidaksesllaian sebagaimana dimaksud pada ~yat (2)
Kepala SKPD/UKPD dan Kepala BPKD meiakukan penyempurnaan.

(4) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lermasuk pembahasan alas RBA-BLUD sebagai bagian dari RKA­
SKPD/UKPD yang menerapkan POla Pengelolaan Kuuangan BLUD
(PPK-BLUD).

Pasal 76

(1) RKA-SKPD/UKPD dan RKA-PPKD yang telah disempurn3kan oleh
Kepala SKPD/UKPD dan Kepala BPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (3) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lenlang APBD dan
Rancangan Peraturan Gubernur lentang Penjabaran APBD.

(2) Rancangan Peraluran Daerah tenlang APBD dan Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

(3) Rancangan Peraturan Daerah lentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan
kepada masyarakat.

(4) Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) bersifat memberikan inform3Si mengenai hak
dan kewajiban Pemerintah Daerah serla masyarakat dalam
pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

(5) Pcnyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah.

BAB Vi

PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampa;an, Pembahasan dan Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal??

Rancangan Peraturan Gubernur tenlang Penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayal (1) dilengkapi dengan lampiran yang lerdiri
alas:
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a, ringkasan penjabaran APBD; dan

b, penjabaran APBD menu rut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

Pasal 78

(1) Gubernur menyampaikan Rancangan Pera-turan Daerah tentang
APBD beserta lampiranny3 kepada DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan,

c

(3)

(1 )

Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap,
maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang selaku pejabatlpelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku
,Jimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan
bersama.

Pasal 79

Penetapan agenda pembahasan Rancan9an Peraturan Daerah tentang
APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) disesuaikan dengan t8:a tertib
DPRD.

c

(2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ditekankan pada kesesuaian
Rancangan AP6D dengan KUA dan PPAS.

(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ~yat (2) dituangkan
dalam dokumen persetujuan bersama antal'''' Gubernur dan DPRD.

(4) Persetujuan bersam'l antara Gubernur dan DPRD terhadap Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD ditandatangani oleh Gubernur dan
pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap,
maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sElaku
pejabatlpelaksana tugas Gubernur dan/atalJ selaku pimpinan
sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

(6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Gubernur menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur
tentang Penjabaran APBD.

Bagian Kedua

Evaluasi·Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran APBD

Pasal 80

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui
bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama
3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam
Negeri untuk dievaluasi.
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(2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Penj;Jbaran APBD bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal81

(1) Rancangan PeratlJran Daemh tentang APBD dan Rancangan
Paraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD
dan ?eraturan Gubernur tentang Penjabarall APBD.

(2) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap. maka pejabat yang ditunjuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwena~g selaku pejab'atl
pelaksana tugas Gubernur yang menetapkan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

(3) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran AP3D kepada Menteri Dalam
Negeri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(4) Untuk memenuhi asas transparansi, Gubernur wajib menginformasikan
substansi Peraturan Daerah tentang APBD kepada masyarakat yang
telah diundangkan dalam L~mbaran Daerah.

(5) Jadwal renyusunan APBD ~esuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. .

Pasal82

(1) Apabi!a DPRD sampai batas Naktu tidak menetapkan persetujuan
bersama dengan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (3) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Gubernur melaksailakan pengeluaran setinggi-iingginya sebesar
angka APBD tahi.Jn anggaran sp.belumnya untuk meiTIbiayai keperluan
setiap bulan.

c·
(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

setiap bulan
untuk belanja

(3) Belanja yang bersifc.t mengikat sebagaimana dimaksud pada aya! (2)
merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, seperti belanja pegawai. belanja barang clan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat
antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga,

Pasal 83

(1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (1) disusun dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang
APBD,
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(2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh
pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

(3) Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri.

(4) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :

a. ringkasan APBD;

b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pro(;ram dan kegiatan;

e. rekapit'Jlasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan lungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

f. daftar j'Jmlah pegawai per golongan dan per jabatc:n;

g. daftar piutang daerah;

h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan d;anggarkan kembali dalam tahun a.lggaran ini;

I. daltar dana cadangan rlaerah; dan

m. daftar pinjalTian daerah.

Pasal84

(1) Penyampaian Rancangan Peraturan Gubernur untuk memperoleh
pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) paling
lama 15 (:ima belas) hari kerja terhitung sejak tidak menetapkan
:<eputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD

(2) AI'''Olia delem betas wektu 30 (tlga puluh) herl kerJa Manterl Dalam
Negeri tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan
Rancangan Pcraturan Gubernur dimaksud menjadi Peraturan
Gubernur.
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Pasal85

Pelarnpauan batas pengeluaran setinggi-tinginya sebagairncHla ditetapkan
dalam Pasal 82 ayat (1), hanya diperkenankan apabila ada kebijakan
Pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan
dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh
Perr,erintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang
ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal86

(1) Penyusunan R<lncangan APBD dapat menggunakan electronic
budgeting (e-budgeting) dan/atau aplikasi elektronik berbasis teknologi
informasi lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut tata cara penyusunan Rancangan APBD
electronic budgeting (e-budgeting) dan/atau aplikasi elektronik berbasis
teknologi iilformasi lainnya sebagaimana dimaksud I)ada ayat (1)
dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 87

(1) Tahun Anggaran berlaku dalam masa 1 (satu) tahun terhitung mulai
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) APBD setia;:> tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

(4) Setiap SKPD/UKPD yang mempunyai tugas memungut :lan/atau
menerima pendap2tan daerah wajib melaksanaJ<,,~ pemungutan
dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

(5) Penerimaan SKPD/UKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluarc:n kecuali ditentukCjn lain dalam peraturan
perundang-undangan.

(6) Penerimaan SKPD/Uf,PD berupa uang atau cek harus disetor ke
rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

(7) Jumlah belanja yang dianllllarkan dalam APBD merupakan batas
tertlnggl untuk setiap pengeluaran belan]a.

(8) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam
APBD.
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(9) Pengeluaran sebagaimana dimaksud padJ ayat (7) dapat dilakukan
jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

(10) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

(2) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak
mewah, efektif, efisien cian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan rapat kerja, rapat dinas, seminar, pertemuan,
lokakarya, peresrnian kantor dan penyambutan pejabat serta sejenisnya,
dibatasi sampai pada hal-hal yang sangat penting dan dil8kukan dengan
sederhana.

(4) Pembentukan panitia dan/atau tim pelaksana kegjatan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala SKPD/UKPD.

(5) Kepala SKPD/UKPD wajib mengadakan pengAwasan terhadap
penggunaan anggaran yang dikeiolanya.

(6) Kerja lembur hanya dilakukan untuk
penting atau mendesak, yang
ditangguhkan.

pekerjaan yang sifatnya sangat
penyelesaiannya tidak dapat

(7) Honorarium dan tunjangan dibayarkan dalam
yang telah dialokasikan sesuai dengan
perundang-undangan.

Bagian Kedua

batas plClfon anggaran
ketentuan peraturan

o

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 89

(1) PPKD memberitahukan keparJa Kepala SKPD/UKPD agar menyusun
Rancangan DPAlDPPA-SKPD d2n DPAlDPPA-UKPD setelah Peraturan
Daerah tentang APBD ditetapkan

(2) Rancangan DPAIDPPA-SKPD dan DPAIDPPA-UKPD sebagainlana
dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai,
program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai
sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD/UKPD
serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD/UKPD menyerahkan Rancangan DPAlDPPA-SKPD dan
DPAIDPPA-UKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 90

(1) Pada BPKD disusun DPAIDPPA-SKPD dan DPA/DPPA-PPKD.

(2) DPA/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala BPKD selaku PA.
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(3) OPA/OPPA·PPKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
program/kegialan yang dilaksanakan oleh Kepala BPKD selaku PPKD.

(4) DPA/DPPA·PPKD sebagaimana dimaksud pada ayal (3) digunakan
unluk menampung :

a. pendapalan yang berasaI dari dana perimbangan dan pendapatan
hibah/dana darural;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja banluan
sosie.l, belanja bagi hasil, belanja banluan keuangan dan belanja
lidak lerduga; dan

c. penerimaan pembiayaan d"n pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal91

(1) TAPD melakukan invenlarisasi dan kompilasi Rancangan DPAIDPPA­
SKPD dan DPAIDPPA·UKPD dan DPA/DPPA·PPKD bersama-sama
dengan I(epala SKPD paling lambal 15 (lima belas) hari kerja sejak
dilelapkannya Peraluran Gubernur lenlang Penjabaran APBD.

(2) TAPD melakukan verifikasi lerhadap kesesuaian indikator kinerja
RKPD dengan lolok ukur kinerja outpul dan'alau hasil kegiatan pada
DPA/DPPA-SKPD dan DPA/DPPA·UKPD.

(3) Berdasarl~an hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
PPKD mengesahkan Rancang<ln DPAlDPPA·$KPD dalJ DPAlDPPA­
UKPD dan DPAIDPPA·PPKD dengan persetujuan Sekda.

(4) DPAIDPPA·SKPD dan DPAIDPPA·UKPD serla DPAIDPPA-PPKD
yang lelah disahkan seba£]aimana dimaksud pada ayal (3)
disampaikan kepada Kepala SKPD/UKPD, Kepala BPKD, Inspeklur,
Kepala Bappeda dan Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) paling lambat 7 (tujuh) hari kerj~ sejak langgal
disahkan. .

(5) DPA-SKPD/DPA-UKPD dan DPAlDPPA·PPKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
Kepala SKPD/UKPD selaku PAlKPA dan oleh Kepala BPKD selaku
PPKD.

(6) Inventarisasi dan kompilasi Rancangan DPA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk DPA-BLUD SKPD/UKPD pada SKPD/UKPD
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD)
yang penyusunannya mengacu pada RBA-BLUD yang telah disetujui
untuk menj21di RBA·BLUD Delini!if.

Bagian Ketiga

Anggaran Kas

Pasal92

(1) Kepala SKPD/UKPD berdasarkan Rancangan DPA/DPPA·SKPDI
UKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD/UKPD.

(2) Kepala BPKD berdasarkan Rancangan DPA/DPPA-PPKD menyusun
rancangan anggaran kas PPKD.
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(3) Rancangan anggaran kas SKPO/UKPD dan PPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PDKD
selaku BUD bersamaan dengan Rancangan DPAlDPPA-SKPD/UKPD
dan DPAIDPPA·PPKD.

(4) Pembahasan rancangan anggaran kas dilaksanakan bersamaan
dengan pembahasan DPA/DPPA-SKPD/UKPD dan DPAIDPPA-PPKD.

(5) Rancangan angga;·an kas SKPD/UKPD dan Rancangan DPA
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk rancangan anggaran
dan Rancangan DPA bagi SKPD/UKPD yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan BLUD (P?K-BLUD).

(6) Pengesahan Rancangan DPA bagi SKPD/UKPD yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) berpedoman pad:l
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna
mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai
pengeluaran-pengeluarcln sesuai dengan rencana penarikan dana
yang tercantum dalam DPAIDPPA-SKPD/UKPD maupun DPAlDPPA­
PPKD yang telah disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan
perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam seliap periode.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan anggaran
kas pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal94

(1) Anggaran kas baik yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa
maupun swakelola yang ditetapkan oleh Kepala SKP.::J/UKPD memuat
antara lain:

a. pembagian tilhapan penerimaa.l dan pelaksanaan kegiatan untuk
masing-masing kegiatan;

b. rencana jadwal waktu untuk masing-masing tsnap pekerjaan
dengan melibatkan SKPD/UKPD Teknis yang membidan(]i;

c. rencana biilya untuk masing-masing jenis pekerjaan; dan

d. organisasi kegiatan.

(2) Apabila terjadi perubahaan atas kegiatan, rincian kegiatan dan uraian
rincian kegiata'l yang tercantum dalam anggaran kas dapat dilakukan
mel2 1ui mekanisme rergeseran anggaran.

(3) Apabila terjadi perubahan ata5 perawatan/pemeliharaan yang
tercantum dal:am "nggaran kaa dapat diadakan survei kembali
bersama-sama dengan SKPD/UKPD Teknis yang cersangkutan
dengan melakukan :

a. peninjauan lapangan;

b. pembuatan loto-Ioto;
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c. sketsa kondisi barilng; dan

d. perhitungan perkiraan anggaran biaya.

(4) Khusus untuk tingkat Kota AdministrasilKabupaten Administrasi
kegiatan survei kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Jiiakukan dengan mengikutsertakan SKPd/UKPD Teknis yang
membidangi dan SKPOI UKPO yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Oae'ah

Pasal 95

(1) Gubernur dengan persetujuan OPRO menetapkan kebijakan untuk
menggali potensi pajak dan retribusi dan menentukan besaran tarif
yang ditetapkan dengan Peraturan Oaerah.

(2) SKPO/UKPD tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan/atau
tambahan pungutan di luar ketetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). '

(3) Setiap SKPO/UKPO yang memungut p-?ndapatan daerah wajib
mengintensifkan pemungutan pendapatan daerah yang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 96

(1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum
daerah..

(2) Seti<lp pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan .pembantu wajib
menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah
selambat-Iambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
uang tunai dan/atau cek/giro yang ditarik sendiri oleh penerimal
penyetor yang bersangkutan.

(5) Penerimaan SKPO/UKPO yang merupakan penerimaan daerah tidak
dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. kecuali d;tentukan
lairi dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila
berbentuk barang menjadi milik/aset daerah dicatat sebagai inventaris
daerah/aset daerah.

(7) Penyetoran penerimaan ke rekening kas daerah [lada Bank OKI atau
bank pemerintah lai~ yang ditunjuk, baru dianggap sah setelah Kuasa
auo 1'T'H!H'orlti1~ not~ krf=ldit.

(8) Khusus pada sailt tutup buku akhir tahun, pdnerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sah pada tanggal pengkreditan
rekening.
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(9) Bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dilarang
menyimpan uang alau cek atau surat berharg'l yang dalam
penguasaannya :

a. iebih dari 1 (satu) hari kerja; dan

b. atas nama pribadi atau instansinya pada bank atau pada giro pos.

(10) Pedoman dan keten,uan pelaksanaan pembukuan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala SKPD yang mempunyai lugas dan
tanggung jawab dalam pengeblaan keuangan daerah.

Pasal97

Komisi, rabal, pOlongan atau pendapalan lain dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung
sebagai akibat dari penjualan, lukar-menukar, hibah, asuransi dan/alau
pengadaan barang dar. jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau
pendapatan lain sehagai akibal penyimpanan dana anggaran pada bank
serta pendapatan dari hasil pemanfaalan barang daerah alas kegialan
lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal9S

(1) Pengembalian alas kelebihan pendapatan
membebankan pada akun kode rekening
oersangkutan untuk pengembalian pendapatan
lahun yang sama.

(2) Pengembaiian alas kelebihan pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan dokumen SP2D.

(3) Pengembalian alas kelebihan pendapalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksar.akan melalui rekening !<as umum daera~,.

(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2)
harus didukung dengan bukli yang lengkap dan sah.

(5) Ketenluan lebih lanjut mengenai tata cara pengembali:1n pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraluran
Gubernur.

Pasal99

Semua pendapalan dana perimbangan (dana transfer) dall lain-lain
pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum
daerah dan dicalal sebagai pendapatan daerah.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 100

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus diGukung dengan
bukti yang lengkap dan sah.
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(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus r,lendapat
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
ataskebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(3) Pengeluaran kas yang meng3kibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalam.Lembaran Daerah.

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk
untuk belanja yang bersi!at mengikat dan belanja yang bersi!at wajib
yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

(5) Belanja yang bersi!at mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlClh yang cukup
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

(6) Belanja yang bersifa! wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah bclanja untuk terjaminnya kelangsungon pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Paragar8f 2

Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai

Pasal 101

(1) SKPD pada tiap t"hun anggaran, menyusun anggaran belanja gaji
dan tunjangan serta tunjangan kinerja pada masing-masing SKPD
yang bersangklltan dan paling lambat bulan Juli menyampaikan
kepada Gubernur c.q. Kepala Bappeda.

(2) Rencana anggi'lran gaji dan tunjangan serta ·tunjangan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan
dan direkonsiliasi oleh BPKD.

Pasal 102

(1) Gaji PNS dialok2sikan dalam APBD.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
PNS berdasarkan pertimbangan yang obyekti! dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

(1) Pembcrian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat
pemberitahuan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama
Gubernur.

(2) Pemberi"n kanaikan gaji berkala tldak dapat b"rl"ku surut lebih
dari 2 (dua) tahun.

(3) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan keputusan oleh
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

-
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Pasal104

(1 ) Kepada PNS beserta keluarganya diberikan
bentuk uang sesuai dengan ketentuan
undangan.

tunjangan beras dalam
peraturan perundang-

o

(2) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan
rangkap.

Pasal 105

(1) Tunjangan anak dan tunjangan beras u~tuk anak yang diberikan
kepada PNS dibatasi sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak.

(2) Dalam hal PNS pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh
tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 2 (U1Ja) orang
anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut
keadaan pada tanggal tersebut.

(3) Apabila setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah
anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi
dewasa, kawin atau meninggal dunia, pengurangan tersebut tidak
dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua) orang.

Pasal 106

Tiap SKPD/UKPD mengadakan tata usaha kepegawaian untuk mengetahui
PNS yang akan mencapai batas usia pensiun, yang diproses lebih lanjut
oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 107

Selain gaji, PNS juga diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragaraf 3

Pelaksanaan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas

Pasal 108

(1) Gubernur membatasi pelaksan8an perjalanan dinas kecuali untuk hal­
hal yang mempunyai prioritas tinggi dan ptlnting serla mengadakan
penghematan dengan mengurangi frekuensi jumlah orang dan lamanya
perjalanan.

(2) Perjalanan dinas untuk pejabat eselon II, III dan IV harus mendapat
penugasan dari Sekda melalui Asisten Sekda yang membidangi dan
untuk pejabat eselon I harus mendapat penugasan dari Gubernur.

(3) Permohonan pel'jalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan paling lama 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan yang
dlreneanakan dan hgrus dllengkapl dengan :

a. penjelasan mengenai urgensilalasan perjalanan dan rincian
programnya dengan menyertakan undangan, konfirmasi dan
dokumen yang berkaitan;
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b, izin tertuiis dan instansi yang bersangkutan apabila seorang
pejabatiPNS berasal/diajukan instansi lain; dan

c. pernyataa~/keterangan atas pembebanan biaya perjalanan dinas.

(4) Perjalanan dinas luar ~egeri SKPD/UKPD yang anggarannya
dialokasikan dari APBD untuk menghadiri seminar, lokakarya,
simposium, kon!erensi, melaksanakan peninjauan, studi perbandingan
serta inspeksi harus dibatasi dengan ketat serta proposalnya oleh
Asisten Sekda yang membidangi.

(5) Dalam tiap surat penugasan mengenai perjalanan dinas luar negeri
dinyatakan pembebanan biaya perjalanan dinas.

(6) 8iaya perjalanan dinas atas beban APBD dianggarkan pada DPA­
SKPD Setda kecuali SKPD/UKPD yang karena tU\jas dan !ungsinya
harus melakLikan perjalanan dinas.

(7) Biaya perjal'3nan dinas dibayarkan kepada pejabatiPNS yang
diperintahkan ur:tuk melakukan perjalanan dinas sebelum perjalanan
tersebut dimulai.

(8) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas, khusus
untuk hal-hal berlkut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalqm negeri bagi
pejabat negara, PNS dan pegawai tidak tetap, yaitu :

a. sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai
dengan biaya rii!;

b. uang harian dan uang representasi dibayarkan secara :umpsum
dan merupakan batas tertinggi;

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan

d. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tari! hotel di kota tempat IUJu'an sesuai dengan
tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan 9ibayarka~ secara
lumpsum.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan standar satuan harga
perjalanan dinas serta ketentuan pelaksanaan urusan perjalanan dinas
diatur der:gan Peraturan Gubernur.

Paragra! 4

Pelaksanaan Anggaran Belanja Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Pasal 109

(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
dilaksanakan atas persetujuan Gubernur.
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(2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan
bartanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang
diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya kepada Gubernur melalui PPKD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Paragral5

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan
Biaya Operasional Pendidikan (BOP)

Pasal 110

(1) Pelaksanaan hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (4) diberikan kepada kelompok orang vang memiliki
kegiatan tertentu dalam bidang pendidikan termasuk did<.lamnya hibah
dalam bentuk Bantuan Operasional SekC'lah (BOS) dan Biaya
Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah nonnegeri atau swasta.

(2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah ditunjuk
sebagai PPTK.

(3) Pelaksanaan tugas sebagai PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Bantuan Opel'asional Sekolah
(BOS) ditunjuk pembantu bendahara pengeluaran yang ditunjuk oleh
Kepala SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan lungsi pendidikan selaku
PAlKPA

(5) Mekanisme pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah non negeri atau
swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam
Peraturan Gubernur.

(6) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah negeri tidak
termasuk dalam delinisi jenis belanja hibah kepad8 masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 hurul d.

(7) Penganggaran Biaya Operasion81 Pendidikan (BOP) untuk sekolah
neg9ri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan dalam RKA­
SKPD pada SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan lungsi pendidikan.

(8) Mekanisme pelaksallaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk
sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada
ketentuan peratlJran perundang-undangan.

Paragaral6

Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Terduga

Pasal 111

(1) Dasar peng91uaran anggaran belanja tidak terduga yang diang:;jarkan
dalatn AF'BD untuk mllndanal tanggap darurlllt,p8nti;1ggulangem
bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan
kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan
dimaksud d;tetapkan.
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(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud
pad8 ayat (1) berdasarkan kebuluhan yang diusulkan dari inslansil
lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan &fisiensi dan
efektifitas serta meng~indari adanya tumpang tindih pendanaan
terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Pimpinan instansillembaga penerima dana tanggap darurat
bertanggur,g jawab atas penggunaan dana lersebul dan wajib
menyampaikan laporan realis8si penggunaan kepada Gubernur
melalui PPKO.

(4) Ketenluan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Gubernur.

(5) Pengembalian alas kelebihan penerimaan daerah lahun-tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa anlara lain:

c;
a. pajak daerah;

b. relribusi daerah;

c. hasil pergelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. lain-lain pendapalar asli daerah yang sah;

e. penerimaan dari dana perimbangan/transfer;

f. lain-lain pel1dapatan daerah yang sah; dan

g. penerimaan pembiayaan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lata cara pengelnbalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sobelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Pelaksanaan Pendanaan Keadaan Oarural

<:) Pasal112

(1) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai
berikut :

a. bukan merupakan kegialan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. lidak diharapkar, terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendall dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampok yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka psmulihan yang disebabkan olsh keadaa~ rlarurat.

(2) Oalam hal keadaan darurat terjadi sebelum diletapkannya APBO,
pemerintah daerah dapal melakukan pengeluaran yang belum
lersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut selanjutnya
diusulkan dalam Rancangan APBO.
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(3) Dalam keadaan carurat, Pemerintah Daerah dapat me:lakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, untuk selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(4) Dalam hal keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dapat memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja
tidak terduga.

(6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi daDat dilakukan
dcngan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadw8lan ulang capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan liang kas yang tersedia.

(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5)
termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(8) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimara dimaksud
pada ayat (7) mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila di\unda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat.

(9) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam
DPAID?PA-SKPD/UKPD.

(10) Pendanaan keadaan darurat untuk keg'iatan sebagajmana dimaksud
pada ayat (3) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA­
SKPD/UKPD kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

(11) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) dilakukan dengan pembebanan langsung pada
belanja tidak terduga.

(12) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan
korban bencana, pertolongan darurat. evakuasi korban bencana,
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan
kesehatan dan penampungan serta tempat hunlan sementar?..

(13) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (10) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
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a, sl:Jtelatl pernyataan tanggap darurat bencana olah Gubernur,
kepata SKPD yang melaksanakan lungsi penanggulangan
bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;

b. PPKD sclaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana
kepada Kepnla SKPD yang melaksanakan lungsi penanggulangan
bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak
diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);

c, pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan
mekanisme Tambahan Uang (TU) dan diserahkan kepada
bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan lurgsi
penanggulangan bencana;

d, penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku
Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD
yang melaksanakan lungsi penanggulangan bencana;

e. Kepala SKPD yang melaksanakan lungsi penangg'Jlangan
bencana bertanggung jawab secara lisik dan keuangan terhadap
penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
dan

f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana '.anggap darurat
bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan
fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan
melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau
surat pernyataan tanggung jawah belanja,

(14) Dalam hal keadaail darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan
APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran,

(15) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (14) dilorrrulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD
untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah
memperoleh persetujuan Sekda,

(16) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan p'!,ngeluaran untuk
mendanai kegiatan dalam keadaan darurat diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Paragral8

Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Pajak

Pasal 113

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran perrbanlu wajib
memo~ong dan/atau memungut Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
F'ertl!lmbehan Nllal (I"F'N) dan pajak lalnnya serla waJ'b menyetorkan
seluruh pajak yang dipotong dan/atau dipungutnya ke rekening kas negara
pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi
atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
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Bagian Keenam

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal114

(1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh BPKD.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan
melalui rekening kas umum daerah.

Paragral2

Pelaksanaan SiLPA Tahun Sebelumnya

Pasal115

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang
digunakan untuk :

a. menutupi delisi! anggnran;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja
langsung;

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.

Pasal116

(1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih
perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

(2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dalam mendanai
kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun an£1garan belum
diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal· 115 huruf c dapat
berupa :

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerc.h yang
melampaui angga~an yang tersedia mendahului Perubahan APBD;

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya
kebijakan Pemerintah;

d. mendanai kegiatan ianjutan DPAL yang telah ditetapkan dalam
DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung
dalam Peraturan Daerah tentanlO Perubahan APBD tahun
anggaran berlkutnya;

e. mendanai program dan kegiatan baru dengan
diselesaikan sampai dengan batas akhir
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan

kriteria harus
penyelesaian



"

c·

65

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingk"tkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD
tahull anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan
batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran
berjalan.

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuK pendanaan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. huruf b.
huruf c dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.

(5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Pasal117

(1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah· disahkan kembali oleh
PPKD menjadi DPAL-SKPD tahun anggaran berikutnya.

(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala SKPD menyampaikan
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik
maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan
Desember tahun anggaran berjalan.

(3) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD setelah terlebih
dahulu dilakukan pengujian sebagai berikut :

a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPQ dan/atau belum
diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;

b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP. SPM atau SP2D; dan

c. SP2D yang belum diuangkan.

(4) DPAL-SKPD yang telah disAhkan sebagaimana dimaksu':l pada
ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyeiesaian pe:<erjaan
dan penyelesaian pembayaran.

(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi
kriteria :

a. pekerjaan yang taiah ada ikatan perjanjian kontrak pad2 tahun
anggaran berkenan;

b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena
kelalaian PA/PS atau rekanan. namun karena akibat da"; force
majeur/kEiada~n kahar;

c. keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar
kehendak para p:hak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontr"k menjadi tidak
dapat dipenuhi; dan



,"

c

c;

66

d, yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar meliputi :

1, bencana alam;
2, bencana non alam;
3, bencana sosial;
4, pemogokan;
5, kebakaran; dan/atau
6, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui

keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis
terkait.

Paragraf 3

Pelaksanaan Anggaran Dana Cadangan

Passl118

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana
cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola uleh BUD,

(2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Dana Cadangan.

(3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaKsanakan apabila dana
cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan
kegiatan,

(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dana cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke
rekening kas umum daerah,

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi
sejumlah pegu dana cadangan yang akan digunaKan untuk mendanai
p91aksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkpnaan sesuai
dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Dana Cadangan.

(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD,

(7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah
tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa.pada rekening dana
cadangan, dipindahbul<ukan ke rekening kas umum daerah,

Pasal11g

(1) Da!am hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana
cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntu~annya, dana
tersebu! dapa! di!empatkan dalam portofoli!) yang memberikan hasll
tetap dengan risiko rendah,

(2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan
penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pad" ayat (1)
menambah jumlah dana cadangan,
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(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Deposito;

b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

C. Surat Perbencaharaan Negara (SPN);

d. Sural Utang Negara (SUN); dan

e. Surat berharga lainnya yang dijamin Pemerintah.

(4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari
dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan peldksanaan
program/kegiatan lainnya.

Paragraf 4

Pelaksanaan Anggaran Penyertaan Modal/lnvestasi
Pemerintah Daerah

Pasal120

(1) Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan anggar;;n yang
tersedia dalam pengeluaran pembiayaan.

(2) Investasi Pemerintah Daerah sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu
dilakukan perencanaan oleh pengelola investasi dengan memperhatikan
pertimbangan atau hasil kajian dari penasihat investasi.

(3) Penasihat investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dit3tapkan
dengan Keputusan Gubernur.

(4) Hasil perencanaan investasi sebagaimana dimaksud ~ada ayat (2)
disampaikan ke Gubernur untuk mendapat persatujuaf1.

(5) Pengelola investasi menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah
sebelum melakukan investasi.

(6) Divestaoi Pemerintah Daerah
pembiayaan pada jenis hasil
dipisahkan.

dianggarkan dalam penerimaan
penjualan kekayaan daerah yang

(7) Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali
dianggarkan daiam pengeluaran pembiayaan pada jenis pen:;ertaan
modal (investasi) Pemerintah Daerah.

(8) Penerimaan hasil atas inveslasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam
kelompok pendilpatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan penyertaan
modal/investasi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal121

(1) Penyertaan modallinv9stasi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan
apabila jumlah ),ang a!,an disertakan dalam tahun anggaran berkenaan
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
Daerah.
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(2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 3yat (1)
digunakan untuk mengelola I~ekayaan Pemerintah uaerah yang
diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

(3) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat seQera
diperjualbelikan/ciicairkan, dituJukan dalam rangka manajemen kas dan
berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(4) I;westasi jangk2 pendek sebagaimana dimaksud pclJ8 ayat (3)
mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan
12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis,
pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Jan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

(5) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung investasi yang
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri
dari investasi permanen dan non permanen.

(6) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara
lain surat berharga yang dibeli Pemerintah oaerah Qalam rangka
mengendalikan suatu badan usaha, seperti pembelian surat berharga
untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha,
surat berharga yClng dibeli Pemerintah oaerah untuk tujuan menjaga
hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak
dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhCln kas jangka
pendek.

(7) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan
untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan
atau tidak ditarik kembali, seperti kerja sama Pemerintah oaerah
dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan
aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMo dan/atalJ badan
usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah
Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

(8) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk
diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau
surat utang jangka panjang yang dimaksudkan uhtuk dimiliki sampai
dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah oaerah
dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan
modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok
masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan
menengah.

(9) Investasi Jangka Pcmjang Pemerintah oaerah dapat dilaksanakan
apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan
telah ditetapkan dalam Peraturan oaerah tentang Penyertaan Modal
dengan berpedoman pada ketenluan peraturall perundang-undangan.

(10) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah
t..roentum delem F'ersturan Daerah tentang ~enYArtaan Modal pads
tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan oaerah tersendiri
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi
jumlah penyertaan modal yang lelah ditetapkan pada Peraturan oaerah
tentang Penyertaan Modal.
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(11) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah dit6tapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, Pemerintah Daerah
melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal
yang berkenaan.

(12) Bentuk inveslasi Pemerinlah Daerah meliputi :

a, inveslasi sural berharga; dan/atau

b. inveslasi langsung.

(13) Investasi sural berharga sebagaimana dimaksud pada ayal (12) huruf a,
dilakukan dengan cara :

a. pembelian saham; dan/alau

b. pembelian surat utang.

(14) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b
adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman olah
Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.

(15) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b
meliputi:

a. penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan/alau

b. pemberian pinjaman.

(16) Ketentuan lebih lanjul pedoman pengelolaan investasi Pemerinlah
Daerah diletapkan dengan Peraluran Gubernur.

Paragraf 5

Pelaksanacln Anggaran Pinjaman Daerah dan/alau
Obligasi Daerah

Pasal 122

(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui
rekening kas umurr. daerah.

(2) Pemerintah Daerah tioak dapat memberikan jaminan alas pinjaman
pihak lain.

(3) Pendapatan Daerah dan/atau ase! daerah (Barang Milik Daerah) !idak
boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

(4) Kegialan yang dibiayai dari obligasi daerah beser!;:, Barang Milik
Daerah yang melekat dalam kegiatan tersebul dapat dijadikan jaminan
obligasi daerah,

Pasal 123

Kepala BPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan/atau
obligasi daerah.
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Pasal 124

(1) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pembayaran pinjaman wajib
dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.

(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pembayaran pinjaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. jumlah penerimaan pinjaman;

b. pembayaran pinjilman (pokok dan bunga); dan

c. sisa pinjaman.

Pasal 125

(1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau
obligasi daerah yang telah jatuh tempo.

(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak
mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau
obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat
melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau
setelah Perubahan APBD.

Pasal126

(1) Pelampauan pembayariln bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daera~ sebelum Perubahan APBD dilap0rkan kepada DPRD dalam
pembahasan awal Perubahan APBD.

(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/"tau obligasi
daerah setelah Perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam
laporan realisasi anggaran.

Pas21 127

(1) Kepala BPKD m81aksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok
ut.Jng dan/atau ob!igasi daerah yang jatuh tempo

(2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada
rekening belanja bunga.

(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi dae'ah dicatat pada
rekening belanja bunga.

(4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada
rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 128

(1) Pengelolaan pinjaman dan/atau obligasi' daerah diatur tersendiri
dengan Peraturan 3ubernur.

(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ;1) sekurang­
kurangnya mengatur mengenai :
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a. penetapan stratE:gi dan kebijakan pengelolaan pinJaman danlatau
obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;

b. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman danlatau obligasi
daerah;

c. penerbitan obligasi daerah;

d. penjualan obligasi daerah melalui lelang danlatau tanpa lelang;

e. pembelianlpel'Jnasan kembali pinjaman danlatau obligasi daerah
sebelurn jatuh tempo; dan

f. aktivitas lain dalam rangka pengemba'1gan pasar perdana ke
pasar sekunder obligasi daerah.

(3) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) oerpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 6

Pelaksanaan Anggaran Piutang Daerah

Pasal 129

(1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) PPK-SKPD melakuk8n penatausahaan alas penerimaan piutang atau
tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

(3) PPK-SKPD wajib melaporkan setiap transaksi penerimaan piutang
atau tagihan daerah kepada PPKD.

Pasal 130

(1) Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya
pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan kelentuan
peraturall perundang-undangan.

(2) Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang
retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukqn. penyelesaiannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal131

(1) Piutang daerah yang terjadi sebagai ak,bat hubungan keperdataan
dapat diselesa!kan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang
cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan
dengan melakukan perhitungan atas penyisihan piutang tidak tertagih.

(3) Piutang daerah dapa\ dihapuskan dari pembukuan dengan
penyelesaian secara bersyarat atau mutlak, kecuali cara
pe"yelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan yang sebelumnya dilakukan penyisihan piutang.
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(4) Penghapusan bersyarat (hapus buku) adalah penghapusan piutang
daerah dari pembukuan tanpa menghapus hak tagihnya.

(5) Penghapusan mutlak (hapus tagih) adalah menghapus buku dan
menghapus hak tagih.

(6) Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh PPKD berdasarkan persentase tertentu dan diatur dalam
Peraturan Guber~ur tentang K3bijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta.

(7) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud r~da ayat (4)
ditetapkan oleh Gubeonur :

a. untuk jurnlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah); dan

b. dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00
(limo miliar rupiah).

Pasal 132

(1) PPKD selaku BUD melaksanakan penagihan dan menatausQhakan
piutang daerah.

(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPKD menyiapkan bukti dan administrasi
penagihan.

Pasal133

(1) PPKD selaku BUD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan
piutang kepada Gubernur.

(2) Bukti penerimaan piutang dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan
bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketujuh

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal134

(1) Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan oleh Panitia
Pengadaan Barang/Jasa atau Unit Layanan Pengaciaan (ULP) setelah
penetapan APBD.

(2) Untuk pelaksanaan Pengadaan 8arang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) PAlKPA membuat permintaan secara tertulis kepada
Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Unit Layanan Pengadaan (ULP).

(3) Pelaksanaan pelelangan/seleksi diumumkan secara terbuka dengan
mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui :

a. w&b.ile P"m&rintah Oa..r~h;

b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan

c. Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE).
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Pasal 135

(1) Panitia pengadaan barang terpusat pada BPKD melakukan pengadaan
barang kebuluhan SKPD/UKPD yaitu :

a, kendaraan dinas operasional standar;

b, pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya; dan

c, asuransi aset (kendaraan dinas operasional dan bangJnan),

(2) Kepala SKPD/UKPD dapal menetapkan PejabaUPanilia Pengadaan
Barang/Jasa sebelum DPA-SKPD disahkan sepanjang anggaran telah
dialokasikan,

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
Ketua Panitia dapat menetapkall petugas sekretariat sesuai dengan
kebutuhan,

Pasal136

(1) Dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa menggunakan slandardisasi
harga perencanaan, dengan memperlimbangkan :

a, intormasi biayCl satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan
Pusal Slalistik (BPS);

b, intormasi biaya satuan
asosiasi terkait dan
diperlanggungjawabkan;

yang dipublikasikan sec;:>'::. r8smi oleh
sumber data lain yang dapat

o

c, dattar biaya/taril barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikanl
distributor tunggal;

d, biaya kontrak sebelumnya alau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan laktor perubahan biaya;

e, ir.f1asi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah
Bank Indonesia;

f, hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan
dengan instans; lain maupun pihak lain;

g, perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan okJh konsultan
perencana (engineer's estimate);

h, katalog eleklronik (e-catalogue);

i. norma indeks; dan/atau

j, inlormasi lain yang dapat diperlanggungjawabkan,

(2) StandardlsaOi harga 6abagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf 9 dlbuat
dalam bentuk slandar harga satuan barang dan jasa atau patokan harga
satuan untuk berbagai jenis barang/jasa ditelapkan setiap 6 (enam) bulan
sekali,
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(3) Untuk Jenis barang/jasa yang belum ada patokan harga s2luannya, atau
apabila terjad! perubahan harga dalam kurun waktu sebelum
diterbitkannya standar harga satuan barang dan jasa atau patokan harga
satuan yang baru, Kepala SKPD/UKPD dapat menetapkan diterbitkannya
standar harga satuan barang dan jasa atau patokan harga satuan
dengan memperlimbangan iniormasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(4) Penetapan diterbitkannya standar harga satuan barang dan jasa a,au
patokan harga satuan oleh Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Kepala BPKD/Kepala Biro
Prasarana dan Sarana Kota/Kepala Dinas Komtlnikasi, Informatika dan
Kehumasan sebagai bahan masukan untuk mempersiapkan diterbitkannya
stnndar harga satuan barang dan jasa atau patokan harga satuan.

(5) Harga satuan barang dan jasa atau patokan harga satuan seba(!aimana
dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh :

a. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda un,uk pekerjaan
bidang jasa pemborongan dan kcnsultasi serla lurniture/meubelair
olahan/rakitan yang dibuat sesuai dengan gambar/Ge~ain (customed
made); dan

b. Kepala BPKD untuk bidang Pengadaan Barang/Jasa lamnya.

(6) Penetc;pan standar harga satuan barang dan jasa atau patokan harga
satuan diretapkan dengan Keputusan Gubernur.

(7) Standardisasi harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dipergunakan oleh Kepala SKPD/UKPD selaku PAiKPA sebagai
harga perencanaan da~ masukan dalam menetapkan Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)/Owner's Estimate (OE).

(8) Pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi non pihc:k ketiga (swakelola) yang
menggunakan jasa tenaga ahli/narasumber, pembayaran jasa tenaga
ahli/narasumber mengacu pada standar biaya langsung rersonil dan
biaya langsung non personil yang ditetapkan oleh Gubernur, Kepala
Badan Perencanilan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan
dan/atau Lembaga lain yang berkompeten.

(9) Pelaksanaan kegic;tan jasa konsultansi pihak ketiga, pembayaran jasa
konsultan pihak ketiga mengacu pada standar biaya langsung personil
dan biaya langsung non personil yang dikeluarkan oleh prolesi jasa
konsultansi.

Pasal 137

(1) Pembayaran prestasi kerja sesuai dengan kemajuan pekerjaan atau
sistem termin yang didasarkan pada prestasi pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja/kontrak.

(2) Jumlah pemba/aran prestasi kerja untuk pekerjaan pengadaan/jasa
tertentu harus memperhitungkan retensl sesual dengan peraturan
peru ndang-u ndan(!an.
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Pasal 138

(1) Kepala SKPD/UKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang dan
pemeliharaan/perawatan barang bergerak hmus rr,emperhatikan
alokasi anggaran yang tersedia dalam DPAIDPPA-SKPD/UKPD
sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)/Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) SKPD/UKPD.

(2) Kepala SKPD/UKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang dan
pemeliharaan/perawatan barang bergerak harus membuat Daftar
Kebutuhan Barang Unit (DKBU) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan
Barang Unit (OKPBU), dengan berpedoman kepada standardisasi dan
patokan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.

(3) Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU) dan Daftar Kebutuhan
Pemelihar8an Barang 'Unit (DKPBU) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dalam hal ini Kepala BPKD
dengan tembusan kepada Inspektur/lnspektur Pembantu Kota
Administrasi/lnspektur Pembantu Kabupaten Administrasi, Kepala
Bappeda/Kappeko/Kappekab serta Biro Administrasi yang bersangkutan
dan selanjutnya BPKD membuat Daftar Kebutuhan Baran';) Milik
Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Baranl) Milik
Daerah (DKPBMD) untuk masa satu tahun anggaran berjalan yang
meliputi kebutuhan barang seluruh SKPD/UKPD di lingkungan
Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan barang dan jasa.

(4) Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU) dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Unit (DKPBU) sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berlaku untuk kelompok belanja langsung.

(5) SKPD/UKPD yang kantornya menyatu dalam satu bangunan,
penyusunan RKA-SKPD dan DPAIDPPA-SKPD/UKPD biaya
pemeliharaan gedung dan biaya telepon, air, listrik dan internet (TALI)
dialokasikan pada SKPD/UKPD yang berwenang mengeiola bangunan
kantor dimaksud.

Pasal139

(1) Pemeliharaan dan/atau perawatan dilakukan terhadap barang
inventaris yang telah tercata! dalam daftar inventaris baik barang
dalam pemakaian maupun barang persediaan.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha
untuk mempertahankan kondisi suatu barang dan b"ntuk 'isik lainnya
agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam hal usaha
meningkatkan wujud barang tersebut serta menjaga terhadap
pengaruh yang merusak serta upaya untuk menghindari kerusakan
komponen/elemen barang akibat keusangan/kelusuhan sebelum
umurnya berakhir.

(3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaKan usaha
untuk memperbalki kerusakan agar suatu barang dan bentuk fislk
lainnya dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

(4) Kepala SKPD/UKPD segera mel8porkan kepada Gubernur melalui
BPKD terhadap Barang Milik Daerah SKPD/UKPD yang belum tercatat
dalam daftar inventaris.
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Pasal 140

(1) Untuk pekerjaan pemeliharaan dan perawatan SKPD/UKPD setelah
disahkan DPAIDPPA-SKPD/UKPD harus segera melakukan kegiatan
persiapan pembuatan Rencana Anggaran Eliaya (RAB), Rencana
Kerja dan Syarat (RKS) dan Gambar.

(2) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan
Syarat (RKS) dan Gamha. dapa! dilakukan oleh konsultar, atau SKPDI
UKPD Teknis terkait.

(3) Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
dan Gambar yang dibuat oleh konsultan sebagi3imana dimaksud pada
ayat (2) harus dikonsultasikan/disahkan SKPD/UKPD Teknis terkait,
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja
dan Syarat (RKS) dan Gambar oleh SKPD/UKPD Teknis terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD/UKPD mengajukan
p,"rmohonan kepada Kepala SKPD/UKPD Teknis terkait untuk
pekerjaan perawatan sesuai kelompok kegiatan perawatanl
pemeliharaan.

Pasal141

(1) Sebelum rencana kegiatan dai) anggaran diusulkan ke Bappeda,
SKPD/lIKPD harus mengajukan permohonan r&komendasi kepada :

a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk bangunan yang
memiliki nilai sojarah dan budaya; dan

b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan :

1. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang berkaitan langsung dengan
implementasi layanan publik SKPD/UKPD berbasis sistem
informasi;

2. Untuk pengadaan perscnal computer (PC) dan noteboo', (laptop)
kebutuhan administrasi kantor dengan nilai pekerjaan lebih dari
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan

3. Untuk pengadaan alat komunikasi yang memerlukan frekuensi
khusus.

(2) Penyelesaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan rekomendasi diteri'11a dan
dokumen terkait dinyatakan lengkap.

Pasol142

(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum dilaksanakan oleh Kepala SKPD/UKPD yang dialokasikan
dalam DPA/DPPA-SKPD/UKPD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pede ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Tata cara pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
pad3 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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Pasal143

(1) Sisa anggaran akibat efisiensi belanja, dilaporkan secara periodik oleh
PA/KPA kepada Gubernur melalui Kepala BPKD.

(2) Sisa anggaran akibat efisiensi belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang pelaksanaannya direalisasikan sebelum Perubahan
APBD dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan
lain dengan terlebih dahulu dianggarkan dalam RKA-SKPD/UKPD dan
dituangkan dalam Perubahan APBD.

(3) Pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam rangka pencapaian target kinerja RPJMD

(4) Sisa anggaran akibat efisiensi belanja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang melalui proses pengadaan barang/jasa dapat
dipergunakan untuk pekerjaan tambah pada kegiatan yang
bersangkutan dengan biaya maksimal 10% (sepull'h persen) dari nilai
kontrak awal.

Pasal144

Alas dasar laporon sisa anggaran Kepala SKPD/UKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), Kepala BPKD berkewajiban
melakukan penyesuaian/koreksi sisa anggaran.

Bagian Kedelapan

Kegiatan Tahun Jamak

Pasal 145

(1) Kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang secara leknis dan empiris
merupokan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) output yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 1 (satu) tahun anggaran,
at'3U pekerjaan yang menu rut sifatnya harus tetap berlangsung secara
terus menerus pada pergantian tahun anggaran yang memiliki
konsekuensi terbitnya kontrak tahun jamak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan tahun jamak, tata cara
pengajuan tahun jamak, pengkajian dan penelitian, penganggaran,
persetujuan, pelaksanaan serta monitoring dan evakiasi diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kontrak Induk

Pasal 146

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, SKPD/UKPD
dapat menerapkan mekanisme kontrak induk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mekanisme Kontrak
induk, tata cara pelaksanaan serla monitoring dan evaluasi diatur
dengan Peraturan Gubernur.
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Bagian Kesepuluh

Serah Terima Pekerjaan

Pasal 147

(1) Apabila suatu kegiatan telah selesai, Penyedia Barang/Jasa yang
bersangkutan harus menyerahkan hasil pekerjaannya kepada
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) dan dibuatkan berita
acara serah terima pekerjaan yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

a. serah terima tahap pertama (serah terima I) setelah pekerjaan
selesai 100% (seratus persen); dan

b. serah terima tahap kedua (serah terima II) setelah masa
pemeliharaan berakhir.

(2) Berita acara serah terima pekerjaan tahap pertama dibuat setelah
berita acara prestasi pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan
tersebut telah selesai 100% (seratus persen), sedangkan berita acara
serah terima pekerjaan tahap kedua dibuat setelah masa
pemeliharaan berakhir dan Penyedia Barang/Jasa telah menyelesaikan
seluruh kewajibannya disertai surat jaminan konstruksi sesuai Surat
Perintah Kerja (SPK) atau sural perjanjian/kontrak.

(3) Berila acara serah terima pekerjaan tahap perlama dan tahap kedua
dibual dan ditandatar.gani bersama oleh Penyedia Bar2ng/Jasa dan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP), tembusan disampaikan
kepada Inspektur/lnspektur Pembantu Kota/Kabupaten, I<epala BPKD
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berita acara serah terima
pekerjaan.

(4) Setiap kegiatan yang lelah selesai sesuai Surat Pe:intah Kerja (SPK)
atau sural perjanjian/kontrak, Kepala SKPD/UKPD menyerahkan hasil
pekerjaan yang menarnbah asel daerah, secara keseluruhan dan/atau
parsial kepada Guoernur, dalam "al ini Kepala BPKD dengan berita
acara penyerahan paling lama 1 (satu) bulan setelah berita acara
serah terima tahap kedua untuk dicatat sebagai aset daerah, deng.an
tembusan disa",paikall kepada Inspektur/lnspektur Pembantu Kota
Administrasi/lnspektur Pembantu Kabupaten Adminrstrasi.

(5) Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada penyerahan hasil
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal hasil kegiatan berupa bangunan gedung, jalan,
jembatan, saluran, taman dan pekarjaan umum lainnya, dokumen
dimaksud terdiri dari :

1. Fotokopi DPAIDPPA-SKP[)/UKPD;
2. Sertifikat atau bukti pemilikan/hak atas tanah disertai bukti

pelepasan hak atau pembayaran atas tanah (kalau dalam
kegiatan termasuk pekerjaan pengadaan tanah\;

3. Sural P"rlntah KarJa (SPKj alau sural perJanjlan/kontrel<;
4. Berita acara serah terima pekerjaan tahap I dan tahap II;
5. Gambar situasi, gambar perencanaan dan gambar-gambar

perubahan yang terjadi selama masa pelaksanaan (as built
drawings);
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6. Surat Izin Mendirikan Bangunan (1MB) atau dengan sural
keterangan dari SKPD/UKPD Teknis terkait yang bersangkutan;
dan

7. Surat pernyataan Jaminan konstruksi bermeterai dp.ngan jangka
waktunya antara 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun.

b. Dalam hal hasil kegiatan berupa barang antara lain. kendaraan
bermotor. alat-alat berat, mesin-mesin kantor, perabot kantor dan
lain yang sejenisnya, maka dokumen dimaksud terdiri dari :

1. rotokopi DPAIDPPA-SKPD/UKPD;
2. Surat Perintai1 Kerja (SPK) atau surat perjanjian/kontrak;
3. Berita aeara pemeriksaan barang yang dibuat oleh panitia

pemeriksaan barang unit yang dibentuk oleh Kepala SKPDI
UKPD yang bersangkutan;

4. Berita aeara serah terima barang;
5. Brosur-brosur dan spesifikasi teknis barang yang dianggap

perlu; dan
6. Khusus untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan Bukti

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

(6) Kepala BPKD menyiapkan Keputusan Gubernur untuk
menetapkan hasil kegiatan yang telah selesai berikut
kekayaannya, untuk diurus oleh SKPD)UKPD yang memanfaatkan
hasil kegiatan tersebut.

(7) Setiap akhir tahun anggaran Kepala BPKD menyampaikan laporan
kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kep2da
Inspektur dan Kepala Bappeda atas penambahan aset
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) SKPD/UKPD yang menerima hasil kegiatan berikut kekayaannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus mengurus dan
memanfaatkan hasil kegiat<:n tersebut sehingga dapat dieapai
sasaran sesuai dengan yang lelah ditetapkan di dalam
DPA/DPPA-SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2~P~

Pasal148

(1) Kepala SKPD/UKPD menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan (P2HP).

(2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa dilarang merangkap sebagai
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP).

(3) Kepala SKPD/UKPD clan PNS pada Inspektoral/itbanko/itbankab
dilarang duduv. sebagai" anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan (P2HP) pada SKPD/UKPD lang menjadi objek
pemerlksaannya.

(4) Dalam menjalankan/melaksanakan lugas, Panitia/Pejabal PE.nerima
Hasil Pekerjaan (P2HP) bertanggung jawab kepada Kepala SKPDI
UKPD.
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BAB VIII

PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Dasar Perubahan APBD

Pasai 149

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b. keadaan
anggaran
belanja;

yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar unit organisasi. antar kegiatan dan antar jenis

c

o

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya hilrus digunakan daiam tahun berjalan;

d. keadaan darurat; dan

e. keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran. kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua

KUA Serta PPAS Perubahan A?BD

Pasal 150

(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasa: 149 ayat (1)
huruf a dapat berupa terjadinya pelampauar. atau tidak tercapainya
proyeksi pendapatan daerah. alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

(2) Gubernur memformulasikan hal-hal yang menga~ib?tkan teriadinya
Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1)
huruf a ke dalam Ranr-angan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta
PPAS Perubahan APBD.

(3) Dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS
Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan
secara lengkap penjelasan mengenai :

a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung
dalam i"erubahan APBD dengan mempertlmbangkan Blsa waktu
pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi
dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai: dan
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d, r:;apaian target kinerja program dan kegiatan yang ha~us

ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi
KUA.

(4) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun
anggaran berjalan.

(5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas
selanjutnya disepakati .menjadi Kebijakan Umum Peru~ahan APBD
serta PPAS Perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan
Agustus tahun anggaran berjalan.

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah·
tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September
tahun anggaran berjalan, maka dihindari adanya penganggaran
kegiatan pembangunan fisik di dalam Rancangan Per3turan Daerah
tentang Perubahan APBD.

Pasal151

Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD yang
telah disepakati seb3gaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (5),
masing-masing dituangkan ked<Jlam nota kesepakatan yang
ditandatangani bersama antara Gubernur dengan pimpinan DPRD dalam
waktu bersamaan.

Pasal 152

(1) Berdasarkan ,lata kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151,
TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Gubernur perihal pedoman
penyusllnan RKA-SKPD/UKPC yang memuat program dan kegiatan
baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk
dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan bagi Kepala
Si<PD/UKPD.

(2) Rancangan surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup :

a. PPAS Perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru
dan/atau kriteria DPA-SKPD/UKPD yang dapatdiubah pada setiap
SKPO/UKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;

b. sinkronisasi program dan kegiatan SKPD/UKPD dengan program
nasional dan antar program SKPD/UKPD dengan kinerja
SKPD/UKPD berkanaan sesuai dengc;n standar pel<Jfanan
minimal yang ditetapkan;

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang
telah diubah kepada PPKD;

d, hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhalian dari
SKPD/UKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi,
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran
dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
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e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan
APBD, PPAS Perubahan APBD, kode rekening APBD, format
RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD. standar analisa belanja dan
standar harga.

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD/UKPD dan/atau kriteria DPA­
SKPD/UKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterbitkan oleh Gubernur paling lambat minggu ketiga b;;lan Agustus
tahun anggaran berjalan.

Pasal 153

Tata cara penyusunan RKA-SKPD/UKPD sebagaimana dimaksu'J dalam
Pasal 152 ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 65 sampai Jengan
Pasal74.

Pasal154

(1) Perubahan DPA-SKPD/UKPD dapat berupa peningkatan atau
pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dbri yang
telah ditetapkan semula.

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja progmm dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditormulasikan dalam
format DPPA-SKPDIDPPA-UKPD.

(3) Dalam format DPPP.-SKPDIDPPA-UKPD dijelaskan capaian target
kinerja, kelompok, jenis, objek dan rincian objek penciaoatan, belanja
serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah
perubahan.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran

Pasal 155

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar
jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja
dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPDI
DPPA-UKPD.

(2) Pergeseran antar rinclan objek belanja dalam objek belanja ber'(enaan
dapat dilakukan alas persetujuan PPKD.

(3) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dilakukan atas persetujuan Sekda.

(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur
ter,t::mg penjabaran APBD sebagai dasar pelaksa"aan untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD.

(5) Pcrgeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar
jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan
Daerah ten tang APBD.
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BAB IX

PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas
BUD

Pasal 156

(1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran kas dae~ah.

(2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BUD membuka rekening kas umum daerah di bank yang sehat.

(3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada
DPRD.

~ Pasal157

(1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas kepada SKPD/UKPD atau masyaraka(, BUD dapat
membuka rekening penerimaan dan rekenin9 pengeluaran pada bank
yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Gubernur dapat memberikan izin pembukaan rekening SKPD/UKPD
untuk keperluan pelaksanaan pen:Jeluaran SKPD/UKPD.

Pasal158

(1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.

(2) Saldo akhir rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke
rekening kas umum daerah.

C Pasal159

(1) Rekening pengeluaran SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 157 ayat (2) diisi dengan dana yang bersumber dari rekening
kas umum daerah.

(2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran
SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan rencana pengeluaran yang te!ah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 160

(1) Uang mllik daerah yang berada di bawah pengelolaan BUD sementara
belum dig ••makan dapat did"posllokan sepanjang :Idak mengganggu
Iikuiditas keuangan daerah.

(2) Bunga deposito, bunga atas pencmpatan uang dl bank dan jasa giro
merupakan pendapatan daerah yang harus langsung disetor ke
rekening kas daerah.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendcpJsitokan uang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Pasal.161

BUD menyimpan seluruh dokumen atas transaksi penerimaan dan
pengeluaran uang dengan tertib.

Pasal 162

(1) BUD menatausahakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

(2) BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bf'rtanggung jawab kepada
Gubernur.

Pasal 163

(1) BUD setiap bulan menyuscJn rekonsiliasi bank yang mencocokkan
saldo menurut pembukuan BUD dengan saldo menurut laporan ban~.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara membuka rekening kas
umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) diatur
dE:ngan Peraturan Gubernur.

Pasal164

(1) BLJD menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi
pengeluaran kas setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir, BUD
melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas Non Anggaran/Transitoris

Pasal165

(1) Pengelolaan kas non anggaran/transitoris mencerminkan penerimaan
dan pengeluaran kas dari pihak ketiga yang tidak mempengaruhi
anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.

(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepert; :

a. potongan Taspen;

b. potongan Askes;

c. potongan Pajak Penghasilan (PPh);

d. potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

e. penerimaan titipan uang muka;

f. penerimaan uang jaminan; dan

g. penerimaan lainnya yang seje"is.
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(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :

a. penyetoran Taspen;

b. penyetoran Askes;

c. penyetoran Pajak Penghasilan (PPh);

d. penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

e. pengembalian titipan uang muka;

f. pengembalian uang jaminan; dan

g. pengeluaran lainnya yang sejenis.

(4) Penerimaan uang jaminan sebagaimana dimaksud »ada ayat (2)
huruf f terdiri dari :

a. penerimaan jaminan Bongkar Reklame dan Bangunan Reklame;

b. penerimaan jaminan KTP Musiman;

c. penerimaan jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas;

d. penerimaan jaminan Pekerjaan Penutupan Galion;

e. penerimaan jaminan Fasos dan Fasum;

f. penerimaan jaminan Retensi Selama Pemeliharaan;

g. penerirr:aan jaminan Hiburan Insidental;

h. penerimaan jaminan Sanggahan Banding; dan

i. penerimaan jaminan Lainnya.

(5) Pengembalian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf f terdiri dari :

a. pengeluaran jaminan Bongkar Reklame dan Bangunan Reklame;

b. pengeluaran jaminan KTP Musiman;

c. pengeluaran jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan lItilitas;

d. pengeluaran jaminan Pekerjaan Penutupan Galian;

e. pengeluaran jaminan Fasos dan Fasum;

f. pengelua~an jamimll1 Retensi Selama Pemeliharaan;

g. pangaluarOln jaminan Hiburan In.idental;

h. pengeluaran jaminan Sanggahan Banding; dan

i. pengeluaran jaminan Lainnya.
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(6) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan
sebagai penerimaan Perhitungall Fihak Ketiga (PFK).

(7) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
sebagai pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

(8) Penerimaan lilipan uang muka, uang jaminnn dan penerima::m lain
yang sejenis maksimal 60 (enam puluh) hari, jika tidak diambiil
cairkan akan menjadi iain-Iain pendapatan asli daerah yang sah.

(9) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud pad'3 ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam lapnran arus kas
aktivitas non anggaran/transitoris.

(10) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai
dengan Slandar Akuntansi Pemerintahan.

(11) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
oleh PPKD.

(12) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
oleh PPKD.

(13) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat dilaksanakan oleh SKPD.

(14) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Iluruf c,
huruf d, huruf e, huruf f dan huruf 9 dapat dilaksanakan oleh SKPD.

(15) Ketentuan lebih lanjul mengenai pengelolaan kas non anggaranl
transitoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialur dengan
Peraturan Gubernur.

BABX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Asas UmulTl Penatausahaan Keuangan D3erah

Pasal 166

(1) PNKPA, bendahara penerimaan/bendahara ,.>enerimaan pembantu,
bendahara pengel.uaran/bendahara pengelua~an pembantu dan orang
atau' badan yang rnp-nerima atau menguasai uang/barang/kekayaan
daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang rnenanrlalangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau
penijleluaran alas pelaksanaan AP8D bartangQung jawab terhadap
kebenaran material dan akibat yang tlmbul darl penggunaan surat
bukti dimaksud.

(3) Dokumen yang menyangkut keu'3ngan/kekayaan daerah/Barang Milik
Daerah disimpan oleh BPKD secara lengkap dan teratur.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penalausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 167

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan :

a. pejabat yang :Jiberi wewenang menandatangani SPD;

b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. pejabat yang diberi wewenang
Pertanggungjawaban (SPJ);

mengesahkan Surat

o

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD;

f. bendahara penerimaan yang khusus mengelola seluruh
penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD;

g. bendahara pe"geluaran yang mengelola belanja bunga, belanja
subsidi, beianja hibah, belanja bantuan sosiai, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dar. pengeluaran
pembiayaan pada BPKD;

h. bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran
pembantu SKPD/UKPD; dan

i. pejabat iainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

(2) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i, didelegasikan kepada Kepala SKPD.

(3) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakl!p :

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD;

b. PPTK y2ng diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti
pemungutan pendapatan daerah;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan
kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan

e, pembantu bendanars penerlmaan dan/at~u pembanlu bend ahara
pengeluaran.

(4) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sebelum dimulainya tahun anggaran barkenaan.
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Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan

Paragral1

Umum

Pa3al168

(1) Segala bentuk penerimaan daerah baik berupa uang maupun
barang pad a seliap SKPD/UKPD wajib ditatausahakan dan
dipertanggungjawabkan.

(2) Penerimaan daerah berupa uang disetor ke rekening kas umum
claerah pada bank umum pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah
setelah Kuasa BUD menerima nota kredit.

(3) Peneril'1aan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :

a. diselor langsung ke bank oleh pihak ketiga;

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau
~antor pos oleh pihak keliga; dan

c. disetor melalui bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu oleh pihak keliga.

(4) Penerimaan dividen, hibah atau bantuan berupa uang dilaporkanl
dibukukan sebagai pendapalan lain-lain yang sah, sedangkan
penerimaan dalam bentuk bunga dividen dilaporkan/dibukukan
sebaga; lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(5) Penerimaan hibah atau bantuan berupa barang dari pihak ketiga wajib
dilaporkan dan dibukukan sebagai penambahan aset tetap pada
masing-masing SKPD/UKPD.

(6) Pel'erimaan hibah atau banluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibuktikan dengan berita acara penerimaan hibah/bantuan yang
diketahui oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan lungsi aset
daerah.

(7) Penerimaan alas pengembalian pengeluaran belanja yang telah
direalisasi pada tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai lain­
lain pendapatan asli daerah yang sah.

(8) Penerimaan alas pengembalian pengeluaran belanja yang telah
direalisasi pada tahun anggaran yang berkenaan diperlakukan sebagai
kontra pos untuk belanja yang sama.

Paragral2

Penatausahaan pada Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu SKPD/UKPD

Pasal 169

(1) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu SKPDI
UKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBC pada SKPD/UKPD
yang menjadi tanggung jawabnya.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagamana dimaksud pada ayat (1)
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu SKPDI
UKPD berwenang :

a. menerima penerimaan yang bersumber dari pendapa~an asli
daerah;

b. menyimpan seluruh penerimaan;

c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari p:hak ketiga ke
rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja;

d. mendapatkan bukli lransaksi atas pendapalan yang diterima
melalui bank.

(3) Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara
administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan
kepada PAlKPA mela:ui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

(4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara fungsional alas pengelolaan uang yang menjadi langgung
jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

(5) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertemggungjawaban bendahara penerimi1an SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana rlimaksud pada ayat (5)
dilakukan dalam rangka rekClnsiliasi penerimaan.

o

(7)

(1 )

(2)

(3)

(4)

Ketentuan labih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara ve:ifikasi,
evaluasi dan anaiisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal170

Gubernur dapat menunjuk bank, b2dan, lembag.? keuangan atau
kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
be.-ldahara penerimaan.

Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang rliterimanya ke
reKening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak uang kas lersebut diterima.

Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas
yang diterimanya kepada Gubernur melalui BUD.

Ketentuan lebih lanjul mengenai tata cara penyetoran dan
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.
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Paragraf 3

Penatausahaan pada Bendahara Penerimaan PPKD

Pasal 171

(1) Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan penerimaan di PPKD,
diangkat bendahara penerimaan PPKD.

(2) Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menalausahakan dan
mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan PPKD dalam rangka
pelaksanaan anggaran PPKD.

(3) Penalausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri alas penerimaan berupa pendapalan transfer dana
perimbangan, pendapalan lain-lain yang sah dan penerimaan
pembiayaan serla pendapalan/penerimaan lai,mya.

(4) Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling
lambal langgal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilampiri bukti-bukli pendukung yang sah dan lengkap.

Pasal172

(1) Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan
aplikasi komputer dan/alau alat eleklronik lainnya.

(2) Pengesahan dokumen atas penatausahaan penerimaan dapat
menggunakan aplikasi kompuler dan/alau alaI eleklronik lainnya
sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelenluan lebih lanjut mengenai lala cara penalausahaan penerimaan
diatur dengan Peraluran Gubernur.

Bagian Keempal

Penalausahaan Pengeluaran

Paragraf 1

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembanlu SKPD/UKPD

Pasal 173

(1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembanlu SKPD/
UKPD bertugas ur.tuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan UE.ng unluk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKFOO/UKF>O yang menJadl tanggung jawabnya.

(2) Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembanlu
UKPD yang memiliki DPA-SKPD sendiri berwenang :
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a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UPI
SPP-GU!SPP-TU dan SPP-LS;

b. menerima dan menyimpan uang persediaan;

c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP) yang
dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari PA/KPA yang tidak sesJai dengan
ketentuan peraturan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan
oleh PPTK; dan

f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh
PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi sycrat dan/atau
tidak lengkap.

(3) Untuk UKPD yang anggarannya melekat pada DPA-SKPD dalam
melaksanakan tugas bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bend ahara pengeluaran pembantu UKPD
berwenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan
SPP-LS;

b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP) yang bp.rasal
dari Tambahan Uang (TU) dan/atau pelimpahan Uang Persediaan
(UP) dari bendahara pengeluaran;

c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP) yang
dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan
oleh PPTK; dan

f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan olch
PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau
tidak lengkap.

Pasal174

(1) Penatausahaan pengeluaran terdi'i dari :

a. prosedur penerbitan SPD;

b. prosedur pengajuan SPP;

c. prosedur penerbitan SPM;

d. prosedur penerbitan SP2D;

e. prosedur pengajuan nota pencairan dana kegiatan; dan

f. prosedur pertanggungjawaban pengeluaran.
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(2) Penalausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh :

a. bendahara pengeluaran di SKPD;

b. bendahara pengeluaran pembantu pada UKPD; dan

c. bendahara pengeluaran PPKD pada BPKD.

Paragraf 2

Penerbitan SPD

Pasal 175

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD selaku BUD dalam rangka
manajemen kas menerbitkan SPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD
untuk ditandatangani oleh PPKD selaku BUD atau pejabat yang
diberikan kuasa untuk menandatangani SPD.

(3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

(4) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan per
bulan, triwulan dan/atnu tahunan sesuai dengan kebutuhan.

(5) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai
berikut ;

a. Kelompok beianja tidak langsung jenis belanja pegawai dan
belanja bunga, diterbitkan sekaligus dalam 1 (satu) tahun tanpa
permohonan.

b. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja tidak terduga dan
biaya pemungutan, diterbitkan berdasarkan permohonan.

c. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial,
bantuan keuangan dan belanja hibah diterbitkan per koordinator
dan per triwulan.

d. Kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan sosial yang
tidak dapat direncanakan diterbitkan berdasarkan disposisi
Gubernur atat.: pejabat yang ditunjuk dengan mengacu pada
Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Bantuan Sosial.

a. Kelompok belanja langsung diterbitkan pec bulan dan/atau triwulan
untuk seluruh SKPD/UKPD tanpa permohonan.

f. Kelompok belanja langsung yang menggunakan mekanisme
Tambahan Uang (TU) dlterbitkan sesuai kebutuhan dengan
dldahulul pengaJuan permohonan oleh SKPD/UKPD.

(6) SPD berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran
berkenaan.
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(7) SPD yang sudah diterbitkan sebelum Perubahan APBD tahun
berkenaan, dalam hal kegiatan-kegiatan yang tercantul11 dalam SPD
tersebut mengalami pengurangan anggaran, maka SPD dimaksud
mengalami revisi der.gan tanggal dan nomor yang sama.

Paragraf 3

Pengajuan SPP

Pasal176

(1) Berdasarka:l SPD atau dokumen lain yang dipersamakan deng,m SPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (3), bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD/UKPD/PPKD
mengajukan SPP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-PPKD.

(2) Pengajuan dokumen SPP terdiri atas :

a. SPP-UP;

b. SPP-GU;

c. SPP-TU; drln

d. SPP-LS.

(3) Pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dilakukar. oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu SKPD/UKPD/PPKD untuk memperoleh
persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-PPKD dalam
rangka pengisian Uang Persediaan (UP).

(4) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
diajukan setiap awal tahun anggaran dan hanya dilakukan sekali
dalam setahun tanpa mencantumkan nama kegiatan dan tanpa
pembebanan pada kode rekening tertentu.

(5) Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diberikan untuk penge1uaran-pengeluaran :

a. Belanja Pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;

b. Belanja Barang dan Jasa untuk pengeluaran berupa belanja
barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan
kendaraan berrnotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/
gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa
perlengkapan/peralalan kantor, makanan dan minuman, pakaian
dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari
tertentu, perjalanan dinas. perjalanan dinas pindah tugas dan
pemulangan pegawai, pemeliharaan dan belanja lainnya yang
sejenis ynng tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung
(LS); dan/atau

c. Belanja Modal untuk pengeluaran honorarium tim, alat tulis kantor
(ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan
surat perizinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilClkukan
dengan pembayaran langsung (LS) dalam rangka perolehan ase!.
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(6) Dalam hal uang persediaan telah terpakai, bendahara pengeluaran
dapat mengajukan SPP-GU dengan besaran sejumlah Sural
Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan yang lelah
disahkan pada periods waktu tertentu.

Pasal177

(1) Dalam hal Uang Fersediaan (UP) lidak mencukupi, sedangkan
SKPD/UKPD yang bersangkulan memerlukan pendanaan melebihi
sisa dana yang tersedia, SKPD/UKPD dimaksud dapal mengajukan
Tambahan Uang (TU).

(2) Untuk mengajukan Tambahan Uang (TU) sebagailnana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikul:

a. unluk memenuhi kebutuhan yang sangal mendesak/lidak dapat
ditunda;

b. mendapat persi3tujuan dari PPKD;

c. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak langgal SP2D
diterbitkan;

d. apabila tidak habis digunakan dalam salu bulan sisa dana yang
ada pada bendahara pengeluaran/be.ndahara pengeluaran
pembantu, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;

e. pengecualian terhadap huruf b dan huruf c untuk dispensasi
perpanjangan waktu pertanggungjawaban Tambahan Uang
Persediaan (UP) lebih dari 1 (satu) bulan menjadi kewenangan
Kepala BPKD;

f. permohonan dispensasi perpanJangan batas akhir pertanggungjawaban
Tambahan Uang (TU) sebagairnana dimaks~d pada huruf d,
diajukan PA/KPA dengan disertai alasan secara lerlulis.

g. disrensansi perpanjangan batas akhir pertanggungjawaban
Tambahan Uang (TU) sebagaimana dimaksud pada huruf e
menjadi kewenangan dan tanggung jawab PPTK yang
melaksanakan kegiatan berkenaan dengan sepengetahuan
PA/KPA.

h. perlanggungjawaban alas penggunaan Tambahan Uang (TU)
yang memperoleh dispensasi sebagaimana dimaksud pada huruf e
dilakukan paling lambat pada masa akhir dispensasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelak~anaan dan
ketenluan batRs jumlah SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Pasal178

(1) Penerbltan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji
dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketenluan
perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaranl
bendahara pengeluaran pernb"ntu guna memperoleh persetu;uan PA
melalui PPK-SKPD.
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(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran
pengadaan barang dan jasa dokumen kelengkapannya disiapkan oleh
PPTK dan selanjutnya disampaikan kepada bendahara pengeluaranl
bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pennajuan sural
perminlaan pembayaran.

(3) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayal (2) unluk pembayaran
langsung kepada pihak keliga berdasarkan konlrak dan/alau sural
perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ~eliga sesuai
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

(4) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bend ahara
pengeluaran.

Pasal 179

Perminlaan pembayaran belanja bunga. subsidi, hibah, banluan sosial.
belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan oleh bendahara
pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbilkan SPP-LS yang
diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD

Paragraf 4

Penerbitan SPM

Pasal 180

(1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud d,lnm Pasal 176
ayat (1) dinyalakan lengkap dan sah, PAlKPA menerbitkan SPM.

(2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176
ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/alau tidak sah, PA/KPA menolak
menerbitl<an SPM.

(3) SKPD/UKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), mengajukan SPM Pengesahan
(SPM-Nihil) kepada PPK-SKPD/UKPD BLUD.

(4) SPM Pengesahan (SPlvl-Nihil) sebagaimana dimaksud pada ayal (3)
dilampiri Sural Pernyataan Tanggi.mg Jawab (SPTJ) BLUD.

Pasal 181

(1) Batas waktu pengiljuan SPM diatur sebagai berikut :

a. Pengaju<m SPM-GU/SPM-TU paling lama langgal 15 Desember
Tahun Anggar3n yang berkenaan; dan

b. Pengajuan SPM-LS Barang/Jasa paling lama langgal 20
Desember T3hun Anggaran berkenaan.

c. SPM Pengesahan (SPM-Nihil) bagi SPKD/UKPD yang
melaksanakan Pola PenlOEllolaan Keuanli/an Badan Layanan
Umum Daerah (Pf>K-BLUD) paling lambat langgal 31 Desember
Tahun berkenaan.

(2) Setelah tahun anggaran berakhir, PA dilarang menerhilkan SPM yang
membebani tahun anggaran berkenaan.
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Paragraf 5

Penerbitan SP2D

Pasal182

(1) Dalam rangka pelaksanaan penerbitan SP2D, Kuasa BUD
berkewajiban untuk :

a. menelili kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA;

b. meneliti kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam SPM; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(2) Da!am hal dokumen kelengkapan untuk penerbitan SP2D sebagaimana
dimaksud pada ajat (1) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan
SP2D.

(3) Dalam hal dokumen kelengkapan untuk penerbitan SP2D
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap
daniatau tidi3k sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu
anggarar., Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

(4) Bag! SKPD/UKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), Kuasa BUD menerbitkan
SP2D Pengesahan berdasarkan SPM Pengesahan (SPM-Nihil).

(5) Ketentuan lebih ianjut dengan tata cara pengajuan SPM Pengesahan
(SPM-Nihil) dan penerbitan SP2D Pengesahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Permintaan Nota Pencairan Dana (NPD) dan
Pertanggungjawaban Panjar

Pasal 183

(1) PPTK dalam rangka pelaksanaan kegiatan dapat melakukan
permintaan Nota Pencairan Dana (NPD) sebagai uang muka kerja
atau panjar kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu setelah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.

(2) PPTK wajib melakukan pertanggungjawaban atas penerimaan uang
muka kerja atau panjar yang telah diterima dengan menyertakan bukti­
bukti pengeiuaran yang sah.

(3) PPTK wajib melakukan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat 10 (5epuluh) hari kerja sejak diterimanya
panjar.

(4) Keleng~apan blJkti-bukti pengeluaran sebagaimana d!maksud pada
ayat (2) dalam rangka pertangunggjawaban atas uang muka kerja
atau panjar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 7

Pencatatan/Pembukuan Transaksi

Pasal184

(1) Dalam rangka penatausahaan pengeluaran bendahara pengeluaranl
bendahara pengeluaran pembantu wajib melakukan pencatatanl
pembukuan atas dana yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dalam
melakukan pencatatan/pembukuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan :

a. buku kas umum;

b. buku pembantu kas tunai;

c. buku pembentu simpana~/bank;

d. buku pembantu panjar;

e. buku pembantu pajak;

f. buku pembantu rincian obyek belanja;

g. register SPP/SPM/SP2D; dan

h. laporan pertanggungjawaban pengeluaran fungsional dan
administram.

Paragraf 8

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal185

(1) Bendahara peng81uaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan pertangJungjawaban
pengeluaran secara administratif kepada kepala SKPDlUKPD melalui
PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi dan secara fUhgsional kepada
PPKD selaku BUD paling lambat tanggal1 0 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun al1f:l9aran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan
paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 186

(1) Pengisian dokumen penatausahaan pengeluaran dapat mengg'Jnakan
aplikasi komputer dan/atau alaI eleklronik iainnya.

(2) Pengesahan dokumen atas penatasuahaan pengeluaran dapat
menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan pengeluaran
diatur dengan Peraturan Gubernur.
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BAB XI

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Akuntansi

Pasal 187

(1) Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,
sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual dan/atau
menggunakan aplikasi komputer.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan ·Gubernur.

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi

Pasal188

(1) Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran,
penilaian dan pengungkapan atas akun-akun laporan keuangan dan
sebagai dasar daiam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
Pemerintah Daerah.

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan diatur
tersendiri dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PERTANGGUI~GJAWABAN PELAKSANAAN APB]

Bagian ~esatu

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasa l 189

(1) Kepala SKPD/UKPD menyusun laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD/UKPD sebagai hasil
pelaksanaan angg<lran yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayet (1) disertai C:cmgan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sabagaimana dimaksud pada ay..! (2), dlslapkan olah PPK­
SKPD dan disampaikan kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai
laporan realisasi semp.ster pertama anggaran pendapatar dan belanja
SKPD/UKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling
lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester ~ertama tahun anggaran
berkenaan berakhir.
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(4) PA/KPA menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD/lIKPD serta pmgnosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD
sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun
anggaran berkenaan berakhir. (penambahan form laporan yang
disampaikan oleh SKPD).

(5) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk
6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya disampaikan kepada Gubernur paling lambat minggu
ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya.

Pasal 191

(1 )

(2)

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk
6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190
disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat
akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk
6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal192

c
(1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD/UKPD tahun

anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD/UKPD
untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran SKPD/UKPD.

(2) Fungsi akuntansi PPKD menyiapkan laporan keuangan SKPKD
sebagai PPKD tahun anggaran berkenaan den disampaikan kepada
Kepala BPKD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran SKPKD.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan
keuangan Pemerintah Daerafl.

Pasa! 193

(1) Laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagaimana
dir->aksud dalam Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) disamp"ikan kepada
Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan surat pernyataan Kepala SKPO/UKPO maupun Kepala
SKPKO bahwa pengelolaan APBO yang menJadi tanggung jawabnya
telah disele~ggarai<an berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 194

(1) PPKO menyusun laporan keuangan Pemerintah Oaerah yang
bersumbeI dar! laporan-Iaporan keuangan SKPO/UKPO dan laporan
keuangan PPKO ~ebagaimana dimaksud dalam Pasa! ; 93 ayat (1)
paling lambat 3 (Iiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
berkenaan.

(2) La;:>oran keuangan Pemerintah Oaerah sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekda selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungj3waban pelaksanaan APBO.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

(4) Laporan keuangan Pemerintah Oaerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilampiri d'lngan laporan ikhlisar realisasi kinerja dan laporan
keuangan BUMO/perusahaan daerah.

(5) Laporan keuangan Pemerintah Oaerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Gubernur bahwa
pengelolaan APBO yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Laporan keuangan Pemerintah Oaerah sebagaimar<a dimaksud pada
ayat (3) merupakan lampiran dari laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBO tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penetapan Rancangan Peraturan Oaerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO

Pasal 195

(1) Rancangan Peraturan Oaerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBO beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Rancangan Peraturan Oaerah yang disampaikan ke OPF-O sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBO yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pasal 196

(1) Rancangan Peraturan Oaerah ten tang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBO seb"gaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1)
dirinci dalam Rancangan Peraturan Gubernur ten tang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO.
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(2) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :

a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan

b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Bagian I<eempat

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Peraturan Gubernur tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 197

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APSD yang teteh disetujui bersama DPRD dan
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat
3 (tiga) hari kerja dis'3mpaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam
Negeri untuk dievaluasi.

(2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP3D
dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tin~gi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Jaerah dan
Rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur.

Pasal198

Dalam hal Menter; Delam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBO tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling la,na 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWAS/\N

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 199

Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melalui Kepala
BPKD selaku PPKD melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daer'lh
kepada SKPD/UKPD.

Pasal200

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1gg meliputi
pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultansi, pendidikan
dan pelatihan.
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(2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
pelaksanaan, penatausahaan dan akunta,lsi keuangan daerah,
pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi
serta kelembagaan pengelolaan keuangan daereh.

(3) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi seba"aimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan, penatausahaan dan
akuntansi keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan
daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu
secara menye!uruh kepada SKPD/UKPD.

(4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala kepada SKPD/UKPD.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal201

(1) Pengendalian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui
sejauhmana pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan ,esuai dengan
rencana dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Jenis pengendalian terdiri dari :

a. Pengendalian umum; dan

b. PengendaliRn tel\nis.

Paragraf 1

Pengendalian Umum

Pasal 202

(1) Pengendali8n umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 <lyat (2)
huruf a di!akukan terhadap semuo kegiatan melalui :

a. pemantauan secara t"rus menerus atau insidenti! terhadap
keseluruhan kegiatan dalam penggunaan dana, daya dan wa~tu

agar pelaksanaan sesuai dengan rencaha dan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku;

b. pengamatan terhadap penggunaan dana, daya ddll w8ktu oleh
seluruh kegiatan agar sesuai dengan kebijakan yang digariskan;
dan

c. evaluasi terhadar hasil keseluruhan kegiatan untuk mengetahui
sejauhmana penggunaan dana, daya dan w2ktu yang telah
ditetapkan.

(2) Pengendalian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di!akukan
dengan cara sebagai berikut :

a. meneliti !aporan bulanan dan triwulan unit kerja senagal umpan
balik;

b. mengadakan peninjauan lapangan sewaktu-waktu;
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c, mengikuti terus menerus umpan balik dan hasil peninjauan
lapangan untuk mendapatkan peringatan awal; dan

d. mengadakan evaluasi atas laporan dan hasil penin;auan lapangan
untuk mengetahui pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta rr,emberikan saran
penanganan lebih lanjut.

Pasal203

Pengendalian umum dilakukan oleh Gubernur yang dibantu oleh :

a. Sekda, selaku pengendali penyelenggaraan pemerintah oaerah;

b. Kepala Bappeda selaku pengendali sasaran fungsional programl
kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program RPJMD dan
sasaran target kinerj<l kegiatan dalam RPJMD;

d. Kepala BPKD selaku pengendali administratif dan operasional yang
menyangkut penyerapan anggaran serta selaku peng8ndalian
administratir dan operasional menyangkut kegiatan pengadaan
barang/jasa dalam rangka pencapaian sasaran. Asisten Pembangunan
dan Lingkungan Hidup dibantu oleh Kepala Biro Prasarana dan
Sarana Kota selaku pengendali administrasi operasional menyangkut
kegiatan jasa konstruksi dan jasa konsultan;

c:

c. Inspektur selaku pengawas fungsional melakukan pengujian
ketetapan, kecepatan pelaksana/penyerapan .anggaran sebagai
umpan balik pengendalian mulai dari awal tahun anggaran:

c

e. Para Asisten Sekda lainnya dibantu oleh Kepala Biro yang
bersangkutan selaku pengendali administratif dan operasional atas
pelaksanaan program/kegiatan yClng mengalami hambatan berdasarkan
hasil pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja output/hasil,
kegiatan/program SKPD yang dilakukan oleh Bappeda: dan

f. Walikota/Bupati dibantu oleh Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi dan Kaopeko/Kappckab selaku pengendali administrasi
dan operasional pelaksanaan program/kegiatan di wilayah Kota
Ad ministrasi/Kabupaten.

Pasal204

Pengendalian umum sebagai upaya mengatasi terjadinya hambatan
dalam pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran adalah :

a. peninjauan lapang8n; dan

b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelesaian
hambatan.

Pasal 205

(1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2)
huruf a dilakukan sebagai berikut :

a. Kepala SKPD/UKPD tingkat Provinsi melaporkan "elaksanaan
pro\lram/k"<Jiet~n d6ln QnggQrlin k"pada A"i"t"n Sakda """u,,1
bidang koordinasinya melalui Biro yang membidangi dan Kepala
Bappeda, dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala BPKD
untlJk Pengadaan Barang/Jasa lainnya dan Kepala Biro Prasarana
dan Sarana Kola untuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi, paling
lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
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b. Kepala SKPO/UKPD tingkat Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi melaporkan pelaksanaan program/kegiatan dan
anggaran kepada Asisten Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
sesuai dengan bidang koordinasinya dan Inspektur Pembantu
Kota Administrasi/lnspektur Pembantu Kabupaten Administrasi,
Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kote Setda untuk pekerjaan
konstruksi dan konsultasi dan Kepala Unit atasannya paling lama
tanggal10 (sepuluh) bulan berikutnya;

c. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b meliputi
pencapaian kinerja program (outcome) dan kegiatan (output),
kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan dan realisasi
penyerapan belanja:

d. Para Asisten Kota Admlnistrasi/Kabupaten Administrasi menghimpun
laporan bulanan program/kegiatan dari anggaran yang
dikoordinasikan dan melaporkan kepada Walikota/Bupati melalui
Sekretaris Kota AdministrasilKabupaten paling lama tanggal 15 (lima
belas) setiap buian;

e. Kepala Kappeko/Kappekab menyampaikan I«poran bulanan
selu,uh program/kegiatan prioritas Walikota/Bupati dan anggarannya
kepada WalikOla/Bupati dan Kepala Bappeda paling lama tanggal
15 (lima belas) setiap bulan;

f. Walikota/Bupati menyampaikan laporan bulanan hasil konsolidasi
di wilayahnya kepada Gubernur dalam hal ini Sekdoc paling lama
tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan dengan tembusan kepada
Asisten Sekda yang membidangl;

g. Asisten Sekda dibantu oleh Kepala Biro yang tersangkutan,
Kepala BPKD menghimpun laporan bulanan dari program/
kegiatan dan anggaran yang ada di tir,gkat Provinsi dan Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi;

h. Kepala BPKD menyiapkan laporan konsolidasi penyerapan
anggaran bulanan kepadc. Sekda paling lama tanggal 20 (dua
puluh) setlap bulan; dan

i. Inspektur/lnspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi
melakukan analisa dan evaluasi atas laporan dan hambatan/
kendala dalam pelaksanaan anggaran dan disampaikan kepada
Gubernur.

(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2)
huruf a dilakukan sebagai berikut :

a. Kepala Bappeda menyampaikan laporan triwulan, mcngenai
pelaksanaan seluruh program/kegiatan prioritas Gubernur dan
Walikota/Bupati kepada Gubernur melalui Sekda, paling lama
3 (tiga) minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan
dengan tembusan kepada Kepala BPKD, Inspektur dan Walikota/
Bupati;

b, Kepala BPKD menyampaikan lapo'ran realisesl anggeren kepada
Gubernur melalui Sekda paling lama 4 (empat) minggu setelah
berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

c. Para Asisten Sekda menyampaikan laporan triwulan mengenai
pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran kepada Sekda
dengan tefT1busan kepada Kepala BPKD;
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d, Sekda atas nama Gubernur mengikuti dan mengawasi
perkembangan program/kegiatan dan anggaran yang ada, baik
berdasarkan laporan para Asisten Sekda dan Kepala Bappeda
maupun Walikma/Bupati dengan melakukan penelitiall serta
dengan mengadakan pertemuan berkala bersama Kepala SKPDI
UKPD;

e. Walikota/Bupati dibantu oleh Kappeko/Kappekab melakukan
perterrouan berkala triwulan dengan satuRn kerja dan
menyarTlpaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekda tentang
pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran paling lama 3 (tiga)
minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) lsi laporan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup :

a. pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran sehingga terlihat
besarnya pencapaian sasaran dalam penyetenggaraan
pemerintah dan pembangunan di Daerah serta hambatan­
hambatan yang terjadi di luar jangkauan SKPD/UKPD PA/KPA dan
upaya penanggulangannya;

b. realisasi penyerapan anggaran yang berdasarkan penerbitan
SPD, SP2D dan masalah yang timbul dalam relaksanaan
anggaran; dan

c. pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran baik fisik maupun
administratif d8n masalah/h2mbatan yang timbul dalam pelaksanaan.

c

(4)

(5)

Sekda menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD yang
meliputi pendapatan daerah, penyerapan belanja daerah dan realisasi
pendapalan daerah, penyerapan belanja daerah dan realisasi
pembic:yaan daerah.

P8ngendalian umum selain sebagaimana dimaksCJd ~ada ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) juga dilaksanakan' melalui sistem
informasi pengenc!ali dan evaluasi.

Paragraf 2

Pengendalian Teknis

Pasal206

(1) Pengendalian teknis dilakukan terhadap kegiatan yang dikerjakan oleh
pihak ketiga atau kegiatan konstruksi melalui :

a. pengawasan, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melakukan
tindakan perbaikan terhadap deviasi/keterlambatan; dan

b. melakukan tindakan perbaikan terhadap deviasi/keterlambatan yang
terjadi dengan pembagian sampai dengan 10% (sepuluh persen)
dilakukan oleh pelaksana kegiatan di atas 10% (sepuluh persen)
sampai 20% (dua puluh persen) dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD.
Apabila deviasi/keterlambatan melebihi 20% (dua puluh persen)
Kepala SKPD/UKPD harus segera melaporkan dan menyampaikan
rencana tindakan perbaikan kepada Sekda melalui Asisten Sekda
yang bersangkutan.
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(2) Pengendalian leknis dilaksanakan dengan cara :

a. meneliti !aporan kegiatan dan mengadakan evaluasi secara berkala
atas pelaksanaan fisik kegiatan untuk mengkaji sejauhmana
pencapaian tujuan kegiatan yang bersangklltan; dan

b. melakukan peninjauan lapangan dengan tujuan :

1. mengamati dan mengikuti perkembangan pelaksanaan I,egiatan.
2. menguji kebenaran laporan yang disampaikan sebagaimana

dimaksud pada huruf a.
3. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh :

a) Staf pelaksana kegiatan kepada Kasubbid/KasilKasubbag
selaku pe!aksana kegiatan baik secara Iisan maupun tertulis;

b) Pelaksana kegiatan kepada Kepala SKPD/UKPD melalui
Kepala Bidang/Bagian, selaku pengendali teknis kegiatan;

c) Kepala SKPD/UKPD kepada Sekda melalui Kepala BPKD
paling lama tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan dengan
tembusan Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKD, Kepala
Biro Administrasi terkait dan Kepala Biro Prasarana dan
Sarana Kota menyangkut kegiatan jasa k.Jnstruksi dan
konsultansi; dan

d) Sekda menyampaikan laporan kepada Gub8rJ1Ur paling lama
tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.

(3) Untuk pekerjaan yang bernilai paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dapat diberikan biaya pengendalian teknis.

(4) Biaya Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dianggarkan maksimal 1% (salu p8rsen) dari DPA-SKPD kegiatan
berkenaan.

(5) Biaya pengendCilian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
berlaku bagi Unit Layanan Pengadaan (ULP).

(6) Dalam rangka rnengoptimalkan pelaksana3n kegiatan Pekerjaan
Konsultansi yang memerlukan tim pendamping,SKPD/UKPD dapat
menganggarakan biaya bagi Tim Pendamping (counter part).

(7) Tim Pendamping (counter part) sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
adalah sekeloClpok orang yang dipandang memjliki kompetensil
kapasitas/kontribusi dalam pelaksanaan suatu kegiatan pekerj"an
konsultansi.

Pasal207

Laporan Kepala SKPD/UKPD kepada Sekda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 206 ayat (2) huruf b angka 3 huruf c berisi hal-hal sebagai
berikut :

a. kemajuan hasil kegiatan:

b. realisasi anggaran;

c. kegiatan-kegiatan kritis seperti tercantum dalam rencana operasional;
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d, kegiatan-kegiatan penting lain y'ang tidak tercantum dalam rencana
operasional tetapi oleh staf pelaksana kegiatan di lapangan perlu
dilaporkan kepada pelaksana kegiatan;

e. hambatan-hambatan yang berada di luar kemampuan pelaksana
kegiatan dan juga sebab-sebab terjadi dan penyelesaiannya;

f. perkiraan dapat selesai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan sesuai
jadwal dan/atm, pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan;

g, perkiraan penyerapan anggaran dan kemajuan fisik pada akhir tahun
anggaran yang bersangkutan;

h. perkiraan pencapaian sasaran fungsional serta dampak dari
pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tep2t waktu pada
akhir tahun anggaran; dan

i. penilaian terhadap Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 208

Pengendalian teknis dilakukan oleh :

a. Kepala SKPD/UKPD selaku penanggung jawab terhadap semua
kegiatan baik teknis, administratif maupun operasional; dan

b. Kasubdis/Kabag/Kabid selaku pengendali teknis atas kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya

Pasal209

(1) Kepala SKPD/UKPD selaku penanggung jawab terhadap semua
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf a
dibarltu oleh pengawas teknis untuk melakukan pengawasan teknis
terhadap pelaksanaan kegiatan.

(2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh :

a. UKPD Teknis terkait atau konsultan pengawas untuk pelaksanaan
pekerjaan pemborongan jasa konstruksi yang,dilaksanakan oleh
Penyedia BaranglJasa;

b. UKPD Teknis terkait provinsi yang bersangkutan untuk pelaksanaan
pengadaan pekerjaan pemborongan jasa
dilakukan secara swakelola oleh UKPD
AdministrasilKabupaten Administrasi; dan

konstruksi
Teknis di

yang
Kota

c. BPKD dengan koordinasi bersama pengurus barang SKPD/UKPD
bersangkutan yang ditunjuk oleh KepaJa SKPD/UKPD untuk
pelaksanaan pemeliharaan/p8rawatan barang bergerak.

(3) Pengawas lek"ls sebagalmana dlmaksud pada ayat.(1) adalah UKPD
Teknis terkaitlkoflsultan pengawas yang bertugas melaks3nakan
pengawasan di lapangan yang terdiri dari :

a. mengawOlsi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,
kuantitas serta lajo pencapaian volume;
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b. mengawasi pekerja serta produknya, ketepatan vlaktu dan biaya
pekerjaan konstruksi;

c. mengisi Buku Harian Lapangan (BHL) yang harus selalu berada di
lapangan, secara lengkap tentang kemajuan oekerjaan konstruksi
setiap hari antara lain: uraian pekerjaan, bahan/material yang
digunakan, tenaga kerja, peralatan, deviasi/keterlambatan,
permasalahan dan lain-lain untuk diketahui Kepala SKPD/UKPD;

d. mengusulkan/mengevaluasi dan membuat rekomendasi teknis
terhadap perubahan-perubahan pekerjaan sepanjang masih
tercantum dalam surat perjanjian/kontrak. Terhadap perubahan
pekerjaan terse but dibuat gambar perubahan/pela,sanaan oleh
pelaksana sebanyak 2 (dua) set dan diteliti oleh pengawas teknis;

e. meneliti dan menandatangani berita acara bobot pekerjaan yang
diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya berita acara
bobot pekerjaan tersebut hacus disahkan oleh kepala UKPD Teknis
terkait;

f. membuat lapol an mingguan dan bulanan ke,)3da Kepala
SKPD/UKPD mengenai pelaksanaan pekerjaan dan menyampaikan
h2Sii rapat-rapat tentang C:eviasilketerlambatan yang dilakukan
oleh Penyedia Barang/Jasa baik yang sudah diperbaiki maupun
yang belum diperbaiki, perubahan-perubahan don hal-hal yang
terjadi di lapango:n;

g. menyelenggarakan rapat-rapat di lapangan/lokasi dan/atau di
tempat lain secara berkala; dan

h. menyusun daftar kekurangan-kekurangan dan cacat-cacat pekerjaan
selama masa pemeliharaan beserta pengawasan tindak lanjutnya.

(4) Membantu Kepala SKPD/UKPD dalam menyusun dokuonen-dokumen
penyerahan aset.

(5) Untuk mengantisipasi atau mengatasi kendala-kendala di lapangan,
Kepala SKPD/UKPD dapat meminta bantuan Camat untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan di wilayah Kecamatan yang bersallgkutan.

(6) Setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan, pengawas teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyerahkan hasH
pekerjaan pengawasannya kepada Kepala SKPD/UKPD dengan berita
acara Yang dilampiri dengan laporan/dokumen lair;nya.

(7) Berita acara prestasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf e dibuat dan ditandatangani oleh konsultan pengawas
bersama-sama dengan Kepala SKPD/UKPD.

(8) Pembayaran untuk kegiatan pengawasan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD teknis
diberikan malalui pengisian kas sementara dan disesuaikan dengan
prestasi pekerjaan Penyedia Barang/Jasa.

Paragaraf 3

Pengendalian Intern

Pasal210

(1) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
dilakukan untuk meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah.
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(2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan
proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai
mengenai pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang tercermin dari
keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang­
undangan.

(3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang­
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;

b. terselenggaranya penilaian risiko;

c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;

d. terselenggaranya sislem informasi dan komun'ikasi; <.Ian

e. terselenggarany8 kegiatan pemantauan pengendalian.

(4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 211

(1) Pengawasan bertujuan mendukung
pemerintahan berjalan se3uai dengan
perundang-undangan yang berlaku.

agar penyelenggaraan
rencana dan peraturan

1­
'-

(2) Untuk mencapai tujuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pelsksenaan pengawasan perlu memperhatikan hal-hal
seiJagai berikut :

a. pelaksanaan pengawasan tugas umum pemerintahan dilakukan
secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan;

b. pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan
daerah sesual dengan rencana dan program serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai tujuan dan
sasaran yang ditetapkan; dan

c. sedini mungkin dapat dicegah terjadinya ;:>emborosan, kecocoran
dan penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan aset daerah,
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dapat terbina
aparatur yang tertib, bersih dan berwibawa.

Pasal212

Pengawasan terdiri dari :

a. pengawasan melekat;

b. pengawasan fungsional; dan

c. pengawasan masyarakat.
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Pasa/213

(1) Kepala SKPO/UKPD bersama unsur pimpinan dalam SKPC:UKPD
berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat dan meningkatkan
mutu atas pelaksanaan penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas
pokok dan lungsi daiam lingkungannya.

(2) Pelaksanaan pengawasan melekal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan me'alui :

a. penggarisan struktur organisasl yang jelas dengan pembagian
tugas dan lungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas;

b. rineian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan seeara tertulis
yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh
bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;

e. reneana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus
dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar berbagai kegiatan
beserta sasaran yang harus dieapai;

d. prosedur kerja yang merupal\an petunjuk pelaksanaan yang jelas
dari atasan kepada bawahan;

e. peneatatan hasil kerja serta pelaporannya; dan

f. pembinaan personil yang terus menerus agar para pelaksana
menjadi unsur yang mampu melaksanakan tug<.lS dengan baik
yang menjadi tanggung jawab dan tidak melakukan kegiatan
tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan
tugasnya.

(3) Adanya aparat pengawasan lungsional calam suatu organisasi
pemerintahan, tidak mengurangi pelaksanaan dan peningkatan
pengawasan melekat yang harus dilakukan oleh atasan terhadap
bawahan.

Pasal214

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilakukan sebagai berikut :

a. Kepala SKPD/UKPD menyelenggarakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan penggunaan anggaran dalam lingkungannya;

b, Kepala SKPD/UKPD mengadakan pemeriksaan kas atas pengurusan
kas penerimaan dan kas beianja seeara periodik sekurang-kurangnya
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat berita aeara
pemeriksaan kas dengan tembusan BPKD dan Inspektorat, untuk
tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi disampaikan kepada
BPKD dan Itbanko/ltbankab yang bersangkutan;

e, Kepala SKPD/UKPD mengadakan pemeriksaan atas pengurusan barang
eecara perlodlk sekurang-kurangnya 1 (satu) kall daLam :3 (tlga) bulan
dengan membuat berita aeara pemeriksaan barang, der,gan tembusan
BPKD d"n InspeKtorat, untuk lingkat Kola AdministrasilKabupaten
Administrasi disampaikan kepada BPKD dan Itbanko/ltbankab yang
be'sangkutan;
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d. Kepala SKPD/UKPD melakukan pengawasan melekat terhadap
pelaksana kegiatan yang menjadi langgung jawabnya dengan
berpedoman pada DPA-SKPDIDPA-UKPD; dan

e. Inspeklorat/itbanko/libankab mengadakan pengawasan alas pelaksanaan
program Pendapalan dan Belanja yang dilakukan oleh SKPD/UKPD.

Pasal215

(1) Pemeriksaan kas oleh Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 214 huruf b dilakukan sebagai berikul:

a. secara mendadak;

b. menulup buku kas penerimaan dan pengeluaran untuk mengelahui
saldo buku;

c. menghitung isi kas (brankas) baik berupa uang lunai maupun sural
berharga serta saldo uang di bank unluk mengelahui saldo kas;

d. mencocokkan saldo buku dengan saldo kas untuk mergelahui
apabila terjadi perbedaan (selisih lebih kurang); dan

e. membual berita acara hasil pemeriksaan kas dan regisler
penutupan kas serta menyampaikan lapOian kepada Sekda dalam
hal ini Kepala BPKD dan lembusannya disampaikan kepada
Inspeklur.

(2) Kepala SKPD/UKPD juga melakukan pengawasan, pembinaan,
pengarahan. da" memberikan petunjuk-pelunjuk lerhadap pengelolaan
keuangan yang dilakukan bendahara serta melakukan lindakan korektif
apabila terjadi penyimpangan/penyelewengan keuangan.

(3) Penyelenggara8n pengawasan oleh Kepala SKPD/UKPD terhadap
pelaksanaa'l kegialan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214
huruf d dilakukan sebagai berikut :

a. melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan di
lapangan.

b. melakukan tindakan korektif lerhadap kelambalan penyelesaian
pelaksanaan kegialan. hambatan dan penyimpangan maupun
penyelewengan; aan

c. mellelili dan menguji kebenaran Sural Perlanggungjawaban (SPJ)
keuangan dan kelengkapan dokumen saat laporan bulanan.

(4) Penyelenggaraan pengawasan oleh Kepala Unil lerhadap pelaksanaan
kegiatan dilakukan berdasarkan :

a. hasil peninjauan lapangan oleh Kepala SKPD/UKPD yang
dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu (insidentil);

b. laporan mingguan dan bulanan yang disampaikan oleh pef'oawas
leknis:

c. laporan terakhir yang disampaikan oleh penanggung jawab
kegiatan; dan

d. laporan/pengaduan yang berasal dar; masyarakal.
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Pasal216

(1) Pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah
dilaksanakan oieh Inspektoratlltbanko/ltbankab.

(2) Se!ain pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengawasan dapat juga dilaksanakan aparat pengawasan fungsional
ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Pelaksanaan pengawasan fungsional ekstern sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dikoidinasikan oleh Gubernur melalui Inspektur.

Pasal 217

(1) Perbuatan atau lindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan
sanksi lainnya adalah :

a. berusaha mempengaruhi Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung
maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang
bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah
ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak dan/atau ketentuan
peraturan perund,mg-undangan yang berlaku;

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain
untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan
pengadaan sehingga mengurangi/menghambatlmemperkecil dan/atau
meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan
lain yang tidak benar untuk memenuhi persyar2.tan Pengadaan
Barang/Jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;

d. mengundurkan diri sebagai pelaksana Penyedia Barang/Jasa
dengan berbagai alasan yang tidak dapat diperlanggungjawabkan
dan/atau tidak dapat diterima oleh Panitia/Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa;

e. tidak capat menyelesaikan pekerjaannya sesuai den:;)an kontrak;
dan

f. mengalihkan pekerjaan utamanya dan/a'au seluruh pekerjaan
kepada pihak lain.

(2) Alas perbuatan atau lindakan sebagaimana dimaksud parJa ayat (1).
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak
mengikutsertakan Panyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam
kesempatan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Oaerah
selama 2 (dua) tahun.

(3) Pe;nberian sanks! sebagaimana dimaksud pada. ayat (L) dilaporkan
oleh Kepala SKPO/UKPD kepada :
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a, Gubernur melalui Sekda: dan

b, Pejabat yang berwenang mengeluarkRn izin usaha kepada
Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan,

Pasal218

(1) Gubernur menampung pengaduan dari masyarakat mengenai masalah
yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan APBD dan mengambil
langkah-Iangkah penyelesaian yang dianggap perlu,

(2) Tindak lanjut pengaduan masyarakat dimanfaatkan untuk :

a, menegakkan hukum dan keadilan secara tertib dar oroporsional
bagi semua pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam
Pengadaan Barang/Jasa:

b, membangun citra aparat pemerintah yang bersih, profesional dan
bertanggung jawab;

c, menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam kontrol
sosial terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa;

d. membangun sensitifitas fungsi-fungsi manajerial para pejabat
pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa:

e, memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian, metode
kerja dan ketatalaksanaan dalam Pengadaan Barang/Jasa dan
pelayannn masyarakat: dan

f, menggiatkan dan mendinamisasikan aparat pengawasan
fungsional.

(3) Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi :

a, sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan
publik, terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam
Pengadaan Barang/Jasa:

b, memberikan koreksi secara mendasar atas kecer,derungan sikap,
cara berfikir dan/perilaku pejabat birokrasi yang menyimpang
dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan

c, memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus
mendinamisasikan fungsi-fungsi perumusan kebijakan, perercanaan,
penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban dan
pengawasan melekat maupun fungsional dalam Pengadaan
Barang/Jasa,

Bagian Keempat

Pemeriksaan Ekstern

Pasal219

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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BAB XIV

KERUGIAN DAERAH

Pasal220

(1) Bendahara, PNS bukan bendahara, atau pejabat lilir yang karena
perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah,
wajib mengganti kerugian tersebut.

(2) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGELOLAANKEUANGANBLUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal221

Gubernur dapat rnenetapkan SKPD/UKPD yang tugas dan fungsinya
bersifat operazional aalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ambang Batas

Pasal 222

(1) SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
(PPK-BLUD), dapal melakukan belanja melebihi DPA-BLUD
sepanjang ambang batas maksimal yang diperkenankan sebesar 10%
(sepuluh persen) dari pendapatan jasa layanan dengan
mempertimbdngkan volume kegiatan pelaY'J.!Jan mendahului
pengesahan revisi DPA-BLUD dan penganggarannya ditampung
dalam Perubahan APBD.

(2) BPKD menerbitkan SPD untuk belanja am bang b'ltas belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Demi tertib adminislrasi pengelolaan keuangan, BLUD menyampaikan
laporan pertanggungj2waban atas penggunaan anggaran sebagaimana
dimaksurJ pada ayat (1) ke Gubernur melalui Kepala BPKD.

Pasal223

(1) Real;sasi pendapatan BLUD yang melampaui ambang batas dan
mdsih belum diakui pertangunggjawabannya yang terjadi pada periode
sebelum diletapkal1nya Peraturan Gubernur ini dapat direalisasikan
melebihi ambang batas sebesar 10% (sepulUh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1).
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(2) Pelaksanaan pelampauan ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dapat direalisasikan untuk jenis belanja modal.
dan belanja obat bagi BLUD bidang kesehatan.

(3) Pelaksanaan pelampauan ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan
dari BPKD.

(4) BPKD menerbitkan SPD untuk belanja pelampauan ambang batas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Penggunaan pelampauan ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat dilaksanakan mendahului pengesahan revisi DPA­
BLUD dan penganggarannya ditampung dalam Perubahan AP9D.

(6) Pelampauan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat mulai dilaksanakan secara. bertahap atau sekaligus terhitung
sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Pengelolaan Keuangan BLUD

Pasal224

(1) SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
(PPK-BLUD) menyampaikan laporan kepada BPKD mengenai
perencanaan. pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas
pengelolaan keuangan BLUD.

(2) Sistem dan prosedur akuntansi BLUD diatur dengan Peraturan
Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur
dengan Peraturc:n Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat

Public Service Obligation

Pasal225

(1) Biaya Public Service Obligation diberikan kepada SKPD/UKPD yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 'PPK-BLUD)
berdasarkan sifat dan kemampuan layanan yang besarannya
ditetapkan dengan ketentuan lain.

(2) Anggaran Public Service Obligation dapat dipergunakan untuk belanja
pegawai. barang dan jasa serta kebutuhan lain dalam rangka
peningkatan layanan.

(3) Pemberlan blaya Public Service Obligation kepada SKPD/UKPD yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD)
dikoordinasikan dengan BPKD.

(4) Biaya Public Servise Obligation diberikan dan dipertanggungjawabkan
setiap bulan.



, I

c

rC

~_'

116

(5) Laporan realisasi penggunaan Public Service Obligation disampaikan
kepada BPKD setiap triwulan.

BAB XVt

SISTElvllNFORMASI KEUANGAN DAER.AH

Pasal226

(1) Dalam rangka efisiensi pelaksanaan sislem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah Pemerintah Daerah, segala benluk dokumen
pelaksanaan sampai kepada perlanggungjawaban dilaksanakan
dengan menggunakan aplikasi sistem kompulerisasi.

(2) PA/KPA diwajibkan untuk menjamin terwujudnya pengelolaan arsip
keuangan daerah yang andal dan pemanfaalan ar~ip keuangan
daerah dengan memanfaatkan sistem info~masi keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan arsio terkail
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dialur dengan Puaturan
Gubernur.

BAB XVII

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 227

(1) Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan
lransparan, perlu keterbukaan informasi publik.

(2) Keterbuka,m informasi publik sebagaimana dimaksu':1 pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal228

(1) Sekda selaku koorciinator pengelolaan keuangan daerah melalui
BPKD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

(2) Fasiiilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
mengoordlr,aslkan, menyempurnakan lamplran-Iamplran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan
sosialisasi, superv1si dan bimbingan teknis serla memberikan asislensi
untuk kelancaran penerapan Peraturan Gubernur ini.
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BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal229

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nemer 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal230

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p<;lngundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Dae,ah Khusus Ibukota Jakarta.

Qj Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
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